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ABSTRACT

Khoirul Hidayat. Master Program. Governance Scienc€&aculty of Social
Science and Political Science. Brawijaya Universitylalang. 2014. Electronic
Government Function and Mass Local Media Relatiofa Public Information
Oppenees at NTB’S Province (Case Study at Secrat&@ection and The Center
of Electronic Data, The Secretary of NTB'S Provindé®egion with Mass Media:
Lombok Post and Lombokita.com). Advisor: Dr. Alifi@htin Utaminingsih,
M.Si and Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP

E-government and mass media are two inherent shinginformations
pervading activity, publication, and also socialia of government. The process
of pervading openness informations to society alamtitvity transparency, and
also a variety region policy is brought togetherimactment of law No.14 of 2008
about public information opennesses. In one hafabal government
coordination with local mass media walks propedpnd at any other hand, that
coordination can be constrained by factor missednmmanication and also
communication of excessive media. Good governameactice requisite the
transparency in governance processes managemeatvasole. Government at
good appreciative or bad, determined by transpayepocess in its leadership
performing, since transparency constitutes instmirtbat really necessary for
society, to clarification policy and performanceleé¢al government. The purpose
of this research is to explain effectiveness progaf local mass media amongst
Lombok Post and Lombokita.com. Then medium e-gowrnwhich is selected it
is namely Sms Center and Website NTB'S Provingevarnment facet, and also
the coordination with local mass media at NTB'SJittoe by use of qualitative
research type, and many theories and concept tefi tvhich is Reinventing
Government theory and Networking Governance congce@nswers severally
question of observational problem formula. The agsle is occur on Secretarial
Section and The Center of Electronic Data, The &acty of NTB’'S Province
Region this. It is expected can analyze the pubfarmation openness process
and good governance at NTB'S Province.

Keyword : E-Government.ocal Mass Media, Public Information Openness



ABSTRAK

Khoirul Hidayat. Program Sarjana. Program Studi lImu Pemerintahan.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Brawijaya. Malang.
Tahun 2014. PeranElectronic Governmentdan Relasi Media Massa Lokal
Dalam Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi NTB (Studi Kasus pada
Bagian Kesekretariatan dan Pusat Data Elektronik Skretariat Daerah
Provinsi NTB dengan Media Massa: Lombok Post danLombokita.con).
Dosen Pembimbing: Dr. Alifiulahtin Utaminingsih, M.Si dan Rachmad
Gustomy, S.IP., M.IP

Electronic governmentlan media massa adalah dua hal yang tidak bisa
dipisahkan dalam kegiatan penyebaran informasilikags, maupun sosialisasi
dari pemerintah. Proses Keterbukaan penyebarammaf kepada masyarakat
mengenai transparansi kegiatan, maupun berbagdjakab daerah tercantum
dalam UU No.14 Tahun 2008 mengenai keterbukaasrnrdsi publik. Di satu
sisi, koordinasi pemerintah daerah dengan medissanbskal berjalan dengan
baik, dan dilain sisi, koordinasi tersebut bisahaenbat karena faktomiss
komunikasi maupun pemberitaan dari media yang berlebihanktiRragood
governance menyaratkan adanya transparansi dalam proses |peggaraan
pemerintahan secara keseluruhan. Pemerintah dioalkiatau buruk, ditentukan
oleh tingkat transparansi dalam pelaksanaan kepeimamnya, karena
transparansi merupakan instrumen yang sangat pgeb&igi masyarakat, dalam
mengklarifikasi kebijakan dan kinerja dari pemaintdaerah. Tujuan penelitian
ini adalah menjelaskan efektifitas penggunaan @ragdari media massa lokal
diantaranya merupakan Lombok Post dabhombokita.comserta saranee-
governmentyang dipilih yaituSms Centedan Website Provinsi NTB dari segi
pemerintah, hingga koordinasi dengan pihak medisse#okal di Provinsi NTB
dengan menggunakan jenis penelitian kualitatiftasbeberapa teori dan konsep
yang membantu yaitu TeoReinventing Governmentdan Konse@\etworking
Governance dalam menjawab beberapa pertanyaan dari rumusaralahas
penelitian. Penelitian yang berlangsung pada Ba#fiesekretariatan dan PDE
Sekretariat Daerah Provinsi NTB ini, diharapkanalapembantu menganalisis
proses keterbukaan informasi publik dpod governancdi Provinsi NTB.

Kata Kunci E-GovernmentMedia Massa Lokal, Keterbukaan Informasi Publik
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Badan Informasi dan Komunikasi Daerah foegsi
mengawasi peningkatan akses dan kualitas pelayanan
infokom (informasi dan komunikasi) terutama bagi
masyarakat menengah ke bawabh.

Dinas Pendidikan dan Olahraga bertugasniva@atu
Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan
daerah dibidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga
berdasarkan azas otonomi, tugas pembantuan dan
dekonsentrasi.

Dinas Perhubungan Komunikasi daforimasi yang
bertugas menyelenggarakan pemerintahan daerah di
bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

Dewan Pewakilan Rakyat adalah salah satudgenb
tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat
yang terdiri atas anggota partai politik pesertanipean
umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Dewan Perawakilan Rakyat Daerah merupakabdga
perimbangan terhadap kekuasaan eksekutif, dengan
demikian negara mengatur fungsi-fungsi dan tugas
DPRD agar pemerintahan berjalan efektif, transpeesm
akuntabel.

Suatu upaya untuk mengembangkan penyalenggaraan
kepemerintahan yang berbasis elektronik. Suatutpana
sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan
pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi.

Sistem aplikasi berbasis Internet yang menawarka
proses order pembelian secara elektronik dan
meningkatkan fungsi-fungsi administrasi untuk peimbe

dan pemasok, guna efisiensi biaya.

Tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sigegaiog
elektronik, atau sistem katalog elektronik yangusekg-
kurangnya memuat informasi teknis dan harga
Barang/Jasa.

Fakultas Ilmu Sosial llmu Politik merupek fakultas
yang membawahi beberapa jurusan, dan program studi



FKPD

FM

FWP

http

ICT

INAPROC

Kabag
Kasubag
KPU

seperti lImu Komunikasi, Hubungan internasionahul
Politik, Psikologi, Sosiologi, dan llmu Pemerintaha

Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang memili
fungsi strategis bagi pembangunan suatu daerah.
Pasalnya, dengan koordinasi dan komunikasi yank bai
antar pimpinan daerah, produk hukum daerah yang
menjadi dasar bagi pembangunan daerah tidak akan
bertentangan dengan hukum.

Frequency Modulation adalah proses menumpangkan
sinyal informasi pada sinyal pembawa sehingga
frekuensi gelombang pembawa berubah sesuai dengan
perubahan simpangan (tegangan) gelombang sinyal
informasi. Biasa dicantumkan pada gelombang radio.

Forum Wartawan Pemerintah Provinsi yaitu lagasb
non formal yang dibentuk dalam mempermudah proses
wartawan/pers untuk mengakses informasi dari pihak
pemerintah provinsi

Hyper Text Transfer Protocohdalah sebuah protokol

jaringan lapisan aplikasi yang digunakan untulegist

informasi terdistribusi, kolaboratif, dengan
menggunakan hipermedia.

Islamic Centeradalah sebuah istilah dari program kerja
Pemerintah Provinsi NTB dalam pembangunan masjid
besarslamic center.

Information ~ Communication  Technologi adalah
Teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan
untuk  mengolah data, termasuk memproses,
mendapatkan, menyusun, menyimpan,memanipulasi data
dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi
yang berkualitas.

Menyediakan informasi rencana pengadaan;
menyediakan informasi pengumuman pengadaan; dan
memberikan kemudahan akses keseluruhan LPSE.

Singkatan dari Kepala Bagian.
Singkatan dari Kepala Sub Bagian.

Komisi Pemilihan Umum yaitu lembaga negaragya
bertugas menyelenggarakan proses pemilihan
umum di Indonesia.



LPP

LPSE

LSM

NTB

PDE

Pemda

Pemprov

Perda

Lembaga Penyiaran Publik  merupakan lembaga
penyiaran yang berbentuk badan hukum didirikan oleh
negara, bersifat independen, netral, tidak komledsia
berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan
masyarakat.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah
penyelenggara sistem elektronik pengadaan baraag/ja
pemerintah. LPSE sendiri mengoperasikan sisem
procurementbernama SPSE (Sistem Pengadaan Secara
Elektronik).

Lembaga Swadaya Masyarakat sebuah orgaryiaagi
didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang
yang secara sukarela yang memberikan pelayanan
kepada masyarakat umum tanpa bertujuan  untuk
memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

Nusa Tenggara Barat sebuah Provinsi di Indangang
diapit oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Prsivin
Bali.

Pusat Data Elektronik memberikan pelayaméormasi
pemerintah, menyaring, menganalisa informasi dan
menyelaraskan  kepentingan  pemerintah  dengan
kebutuhan aktual masyarakat.

Pemerintah Daerah yaitu penyelenggara pdatean
tingkat daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar 1945.

Pemerintah Provinsi yaitu penyelenggaaguintahan
tingkat provinsi menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar 1945.

Peraturan Daerah adalah peraturan Perundang
Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah
(gubernur atau bupati/wali kota).



Pergub

Perpres

Pijar

Pimred

PNS

PPID

PWI

Santel

SDM
Sekda

Peraturan Gubernur adalah Peraturan Pamgnd
undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan
oleh Gubernur untuk menjalankan perintah peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam
menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.

Peraturan Presiden yakni Peraturan Pargnd
undangan yang dibuat oleh Presiden. Materi muatan
Peraturan Presiden adalah materi yang diperintahkan
oleh Undang-Undang atau materi
untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah.

Program kerja dari Pemerintah Provinsi Nk8pada
bidang tertentu seperti Sapi Jagung Rumput Laut.

Pimpinan Redaksi adalah orang yang mampu
memanajemen Sumber Daya Manusia dengan baik dan
mempunyai pengalaman dan pemahaman tinggi pada
industri jurnalistik.

Pegawai Negeri Sipil yaitu pegawaiyang telah
memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat olehba¢ja
yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan negeri, atau diserahi tugas negara laindga,
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangag yan
berlaku.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
bertanggung jawab di bidang Pelayanan InformasiilPub
yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian,
penyediaan dan pelayanan informasi publik.

Persatuan Wartawan Indonesia adalah orgarpsafesi
sekaligus organisasi wartawan pertama di Indonesia,
yang memiliki tugas sebagai lembaga resmi sebagai
naungan pers/wartawan di Indonesia sesuai dengan UU
No0.40 Tahun 1999 mengenai Pers.

Sandi dan Telekomunikasi adalah penyebeagg
urusan kesandian, telekomunikasi dan jaringan serta
pelaksanaan sarana kelistrikan di lingkungan sakatt
daerah.

Singkatan dari Sumber Daya Manusia.

Sekertaris Daerah berfungsi membantu kepala
daerah dalam menyusun kebijakan dan



Setda

SDP

SIP

SIRUP

SK

SKPD

SMS

SOP

Tupoksi

uu

mengkoordinasikan dinas daerah serta bertanggung
jawab kepada kepala daerah.

Sekretariat Daerah  sebagai unsur  pembantu
pimpinan pemerintah daerah, dalam melaksanakars tuga
penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, o@sinis
dan tata laksana serta memberikan pelayanan
administrasi kepada seluruh perangkat daerah.

Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Secara
Elektronik.

Sistem Informasi Publik yaitu sistem yangudibbsecara
kompleks untuk kepentingan masyarakat luas, di mana
masyarakat yang menginginkan informasi dari
pemerintah dapat mengakses sistem ini.

Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Relagn
berbasis Web(Web based)yang fungsinya sebagai
sarana atau alat untuk mengumumkan rencana umum
pengadaan

Surat Keputusan adalah surat yang menyata&ibuab
keputusan dari pihak yang berwenang dan kemudian
ditujukan kepada pihak terkait.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu
perangkat Pemerintah
Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indanesi
sebagai pelaksana fungsi eksekutif yang harus
berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan
berjalan dengan baik

. Short Message Servicessebuah layanan yang

dilaksanakan dengan sebuah ponsel untuk mengirm da
menerima pesan pendek.

: Standard Operational Proseduadalah panduan hasil

kerja yang diinginkan serta proses kerja yang harus
dilaksanakan. SOP dibuat dan didokumentasikan a&ecar
tertulis yang memuat prosedur kerja secara rinci da
sistematis.

Singkatan dari Tugas Pokok dan Fungsdrga sebagai
acuan kerja dari Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang adalah hukum yang telah disalokaim
badan legislatif atau unsur pemerintahan yang Yainn
yang digunakan sebagai otoritas, untuk mengatugkun



VOA

Website

menganjurkan, untuk menyediakan dana untuk
menghukum, untuk memberikan, untuk
mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu.

Voice of America adalah siaran multimedia (radio,
televisi dan internet) milik pemerintah Amerika Rat,

yang menyiarkan beragam program dalam 53 bahasa
termasuk Indonesia.

world wide websuatu ruang informasi yang dipakai oleh
pengenal global yang disebut Pengidentifikasi Sumbe
Seragam untuk mengenal pasti sumber daya berguna.

halaman informasi yang disediakan mejalur internet
sehingga bisa diakses di seluruh dunia selamartekisd
dengan jaringan internet.
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PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Berjalannya proses keterbukaan informasi publikgyeiselenggaarakan
oleh pemerintah tentunya memiliki peranan penterpddap keterlibatan media
massa Yyang turut membantu pemerintah dalam < mewanyi.
Terselenggaranya akses informasi dan publikasi gemnerintah kepada
masyarakat sangat dibutuhkan, terkait proses deasioltang menjadi hal utama
dalam menelaah pemerintahan yang baik gtend governance

Kegiatan penyebaran informasi, publikasi, maupuwsiadisasi dari
kegiatan pemerintah pusat maupun pemerintah daezphda masyarakatnya
memang masih memiliki beberapa kendala. Permagsalahengenai proses
komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat, rtsepgnimnya akses
informasi kepada publik, menjadikan pemerintah daedia massa menjalin
relasi/kerjasama yang nantinya akan menjadi pengigilantara pemerintah dan
masyarakat. Hal senada didukung oleh pernyataarbliaka & Rianto (2012)
sebagai berikut:

“Harus diakui jika media massa memiliki kekuateesdr mempengaruhi
opini publik. Melalui fungsi agenda setting, mediassa mampu mengubah
peristiwa biasa menjadi luar biasa penting bagi [kibdan memainkan
berbagai peranan dalam masyarakat. Faktanya, menimryak kejadian
penting di berbagai penjuru dunia digerakkan oleddia massa™

“Reformasi pemerintahan sebagaimana terjadi didnesia pada akhir
tahun 90-an yang lalu, menunjukkan bahwa tuntutaktuaisasi
penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good gewer®) dari rakyat,

oleh rakyat dan untuk rakyat menjadi tidak dikesamgkan lagi untuk
menjadi perhatian utama®.

! Apriadi TamburakaAgenda Setting Media Masshgkarta: Rajawali Press, 2012, HIm.7
2 Budi Rianto Aplikasi E-government Dalam Pelayanan PupSkirabaya: PMN, 2012, HIm.32



Proses penyebaran informasi kepada masyarakatem&ntransparansi
kegiatan, maupun berbagai kebijakan daerah temcadadlam UU No.14 Tahun
2008 mengenai keterbukaan informasi publik. Meningbdahwa informasi
merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi permegab pribadi dan
lingkungan sosialnya, menyangkut hak asasi manusilam memperoleh
informasi, serta mewujudkan ciri penting di dalamspek negara yang
demokratis’

Di satu sisi, koordinasi antar pemerintah daeeigedn media massa lokal
tersebut berjalan dengan baik dan disisi lain, &@gi koordinasi tersebut bisa jadi
terhambat karena kesalahan teknis maupun pemberitaadia massa yang
berlebihan, serta banyaknya faktor-faktor lain yamgnyebabkan terjadinya hal
tersebut. Praktikgood governancguga mengisyaratkan adanya transparansi
dalam proses penyelenggaraan pemerintahan secaeturkiban.Governance
dinilai baik atau buruk, antara lain ditentukan holeinsur transparansi,
akuntabilitas, dan keterbukaan dalam pelaksanags fpemerintahah.

Rendahnya kualitas pelayanan publik pada eramefair di Pemerintah
Daerah, merupakan sorotan yang diarahkan kepadhrési pemerintah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal setapadi pada Provinsi
NTB, yang dalam implementasi keterbukaan informadblik, masih menuai
kejanggalan, baik dalam distribusi informasi, pdeyggaraan akses publikasi,
hingga informasi yang terkadang masih ditutupi.ni®eralahan ini menjadi hal
yang menarik untuk dibahas, karena Pemerintah ®SOWTB tergolong baru

melaksanaan akses keterbukaan informasi publikdeepesyakatnya.

% UU No.14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informaisiik
*1bid., HIm.12



Meminjam pendapat Rogers, era reformasi saat apaddikategorikan
sebagai era komunikasi interaktifinteractive communicationkomunikasi
interaktif memiliki pengertian bahwa media massanilik peranan yang sangat
besar dalam kehidupan, transfer pengetahtramsfer of knowledge)ransfer
informasi, bahkan komunikasi dapat dilakukan meadgesa.

Program yang diselenggarakan untuk menunjang kkétaan informasi
publik mengacu pada 3 (tiga) prograsrgovernmentserta koordinasi dengan
beberapa media massa. ProgesgovernmenyangPertama adalahSms Center
Sama halnya sepegims gatewagtaupun sms lainnyams centebekerja dengan
mengirimkan pesan kepada nomor yang disediakan fitegateProvinsi NTB.

Program mi1s centerini dinilai efektif serta mudah dijangkau oleh
masyarakat, terkait dengan beberapa keluhan, kamémitik, saran, pengaduan,
maupun pertanyaan yang ditujukan langsung kepadanisi, atau kepada kepala
daerah terkait, yang terkontrol ke dalam satu nordan dikelola oleh Bagian
Kesekretariatan dan PDE Provinsi NTB. Cukup dengemgirimkan sms ke
nomor0811391308 masyarakat dapat berkomunikasi dengan pemerintah.

Dalam pembahasasms centerini, penelitian difokuskan pada satu
instansi yaitu Sekretariat Daerah Provinsi NTB. &lmnya pada Bagian
Kesekretariatan dan PDE yang memiliki fungsi kdntterhadap SKPD di
Provinsi NTB. Beberapa kepentingan masyarakat N&Bmd sms centeiSetda
Provinsi NTB meliputi beberapa kepentingan, seppemyalahgunaan wewenang

(kolusi), kewaspadaan nasional, pelayanan masyaddasebagainya.

® Anandya Abrar Teknologi Komunikasi Perspektif Ilmu Komunikasobgyakarta: Lesfi, 2003,
Him.17

® Nomor tersebut disesuaikan dengan nomor telepotes@ada umumnya, yang nantinya akan
dibalas oleh Dinas/SKPD ataupun Gubernur secamgslang kepada nomor tujuan, setiap hari
Senin, dan melalui beberapa perantara lainnya.



Programkeduaadalah Website, yang merupakan alat komunikasig(ya
menggunakan media internet) dalam pendistibusiarsgyéa berisi kumpulan
beberapa halaman situs yang biasa terangkum daladomainwww atau http.
Dalam pembahasanre-government ini, dijelaskan fungsi website dalam
penyebarluasan informasi, publikasi, serta kegiBtmerintah Provinsi NTB.

Contoh dari website semidattp://ntbprov.go.idyaitu website Sekretariat
Daerah Provinsi NTB, laluhttp://dikpora.ntbprov.go.id/yaitu website Dinas
Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga Provinsi NTBb3Me tersebut berisi
kegiatan publikasi aktivitas, sertantact persorserta informasi mengenai Dinas
tersebut. Sesuai dengan lapoegovernmen013 Setda Provinsi NTB, fungsi
website sebagai berikdt:

a. Menyediakan berbagai informasi mulai dari gambawanum tentang
Provinsi NTB, agenda Gubernur & Wakil Gubernur, itaerseputar
kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan SK&tD, produk
hukum dan sebagainya;

b. Website ini merupakan portal utama dari domain ydingliki Pemerintah
Provinsi NTB, sesuai ketentuan website milik SKPBnpadi sub domain

dari domain utama.

Program yangKetiga, merupakan programe-procurementProgram ini
sesungguhnya tidak termasuk dalam program keteabukaformasi publik,
melainkan dalam program yang mengantarkan pembrimtelalui networking
governancenya, kepada pihak swastaE-procurement bermanfaat dalam
membantu program kerja pemerintah terutama dalamteks infrastruktur,
berupa materi yang diakses melalui website, sehingdak swasta bisa

memposting produk barang/jasa mereka.

" Ibid., HIm.8



Keempat,program dari media massa sendiri, yaitu media asisal.
Media massa lokal tentunya tidak bisa terlepas gabaktor dari sumber
informasi dan proses pembentukan aspirasi masyaifdkdia massa juga banyak
menggunakarbahasamereka sendiri dalam mempublikasikan informasiegep
beritaonline, hingga berita media cetak. Namun, media massa gamaksudkan
disini adalah media massa yang menjadi mitra destansi Setda NTB, yaitu
wartawan dari media massa lokal yamg-poé& di Bagian Humas dan Protokol.

Media massa ini, juga terdiri dari berbagai jemedia. Namun media
massa dipilih merupakan media yang menjalin relasgan Pemerintah Provinsi
NTB dan berkaitan langsung dengan progrargovernmentdari Sekretariat
Daerah Provinsi NTB. Media massa tersebut antaradepertiLombok Post
Radar LombokdanSuara NTBmewakili media cetak (koranAntaranews.com,
Lomboknews.comianLombokita.conmewakili medizonline®

Dari ke 4 (empat) pemamparan program keterbukaf@nmasi publik di
atas, dapat disimpulkan bagaimana berjalannya aspeisparansi informasi,
publikasi, serta komunikasi yang terjalin antarasyasakat dengan Pemerintah
Provinsi NTB, sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008nele&n ini juga
diharapkan mampu membantu beberapa kekurangandégrhpermasalahan
ketidakpuasan, ataupun persepsi masyarakat NTBdaphpemerintah terhadap
pelayanan publik yang kurang maksimal serta mendapada faktorclean

governmentang diharapkan.

8 Nge-Posdimaksudkan sebagai perkumpulan dari beberapawantwartawan yang membentuk
komunitas di Setda NTB, dan bertugas menjalin karjga dengan Bagian Humas dan Protokol
Setda NTB untuk saling bertukar Informasi, Publikdari kegiatan-kegiatan Instansi maupun di
bawah Instansi Setda NTB, hingga kegiatan dari Kemerah (Gubernur, Wagub, Sekda,
Walikota), sehingga kerjasama yang dijalin salirenguntungkan.

° Data dan Arsip Sub Bagian Pemberitaan dan Komsnikengenai data wartawan media massa
Setda NTB.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang seperti yaty dijelaskan maka

dapat disimpulkan, ada 2 (dua) pertanyaan yangikiaa oleh peneliti, yaitu:

a.

Bagaimana relasi antara Pemerintah Provinsi NTB aluiele-
governmentlengan media massa lokal dalam keterbukaan infrma
publik di Provinsi NTB?

Bagaimana efektifitas penggunaan progrargovernmentdengan
relasi media massa lokal terhadap keterbukaannmaeir publik di
Provinsi NTB?

1.3 Tujuan Penelitian

Terlaksananya penelitian ini memiliki tujuan untolenyajikan beberapa

hal sebagai berikut:

a.

Membahas proses mekanisme kinerja dari progeagovernment
yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi NTB maupekanisme
kinerja dari media massa lokal yang mengarah kepeldai kedua
belah pihak dalam proses keterbukaan informasilaubl
Menjelaskan efektifitas penggunaan progrargovernmentlengan
relasinya melalui media massa lokal yang digunakaeh
Pemerintah Provinsi NTB dalam proses keterbukadornrasi
publik.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat ekdad dan manfaat

praktis, sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis:

a.

Sebagai penambah referensi terbaru mengenai skededukaan
informasi publik terutama di pemerintahan daerah.

Sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya, yangghkag tentang
keterbukaan informasi publik melalle-governmentdan media

massa lokal.



1.4.2 Manfaat Praktis:

a.

Sebagai referensi bagi masyarakat NTB dalam memedaagram
Pemerintah Provinsi NTB untuk menyebarluaskan mémsi,
publikasi dan menjalin komunikasi.

Mengoptimalisasikan program-program yang telah gilisu oleh
Pemerintah Provinsi NTB melalui penelitian dan naeralisis
kelemahan yang ditimbulkan dengan menggunakan &ahas
akademis.

Mengembangkan pengetahuan dalam bidang ilmu petalegin
dengan merefleksikannya ke dalam aspek-aspek k&asinidemi

terselenggaranygood governancemerintah Provinsi NTB. ***
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TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab 2 (dua) ini, akan dijelaskan beberapapoin penting terkait
pemaparan aspek penunjang dalam membandingkanitpenghng dilakukan,
dengan penelitian terdahulu. Ada 5 (lima) sub babgyakan dijelaskan, yaitu
keterbukaan informasi publik, konsedetworking GovernangeReinventing
Governmentsebagaigrand teori, lalu penelitian terdahulu sebagai pembanding,
serta kerangka pikir penelitian. Dari beberapa peisebut, tentunya diharapkan
dapat membantu dalam menganalisis kerangka tedatikketerbukaan informasi
publik di Provinsi NTB.

2.1 Definisi Keterbukaan Informasi Publik
Kegiatan penyelenggaraan asas transparansi irggrmaengenai

publikasi, baik kebijakan yang diambil oleh pemt&im berita-berita, hingga
informasi dari pihak Pemerintah kepada masyarakasudah tercantum sesuai
dengan UU No.14 Tahun 2008 mengenai implementasgrikeékaan informasi

publik di Indonesia yang berbunyi sebagai berifut:

a. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dagekses oleh setiap
pengguna informasi publik.

b. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketahderbatas.

c. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh pepamohon informasi
publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya rindan,cara sederhana.

d. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahassasuai dengan
Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umumsaliklan pada
pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabuatus informasi
diberikan kepada masyarakat serta setelah dipatigkan dengan
seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat metgidkepentingan
yang lebih besar daripada membukanya atau sebalikny

19 pasal 2 Bab Il Bagian Pertama UU No.14 Tahun 2068genai keterbukaan informasi publik



Dari beberapa pemaparan pasal tersebut, dapabitlikesimpulan yang
mengisyaratkan bahwa pemerintah memiliki kewajibatuk memberikan sistem
informasi, dan menyelenggarakan program informadblik dengan akurat,
efisien, serta akuntabel. Pelayanan publik yangrtkhn tentunya dibuat untuk
bisa diakses oleh semua kalangan masyarakat, bailalun media-media
pemerintah tersebut secara langsung, maupun demgasi-relasinya melalui
pihak media massa. Tentunya, maksud dari pelaygndoiik tersebut juga
menggambarkan pihak pemerintah tidak membiarkanyanakat untuk buta
terhadap segala informasi yang sejatinya telatriédre

Program keterbukaan informasi pubfiklimaksudkan untuk menjelaskan
beberapa program yang dibuat oleh media massai skessigan unsur keterbukaan
informasi publik yang sesuai pula dengan judul yatigahas oleh peneliti.
Program yang dibahas tentunya memiliki unsur kongpog@ng sama dengan
unsure-governmensecara umum. Program tersebut antara lain:

Pertama program sms centeryang dicetuskan oleh Gubernur NTB
tersebut bermaksud mengatasi kritikan hingga pextddari masyarakat kepada
pemerintah. Kedua, mengenai informasi baik dalam bentuk berita, maupu
pengumuman berdasarkan koneksi dengan jaringamnéttéonline) melalui
website yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi NTHetiga, mengenai program
yang memiliki unsur dalam keterbukaan informasilgubleh ke-2 (dua) media
massa yang berbeda dan terdapat di Provinsi N#@r$enedia cetak, dan media

onlinetersebut dalam penyebarluasan informasi dan mek@munikasi.

* program ini merupakan beberapa program-program temgolong dalam program keterbukaan
informasi publik, yang sesuai dengan unsur-unsutasenendasari kepada kriteria proses
penyebaran informasi publik, misalkams centenvebsite Provinsi NTBe-procurementgsb.



2.2 KonsepNetworking GovernancéWayne R. Leach)

Networking governancedimaksudkan sebagai akses dari pemerintah
daerah dan kerjasama yang terjalin antar pemeridtgrah dengan berbagai
pihak non pemerintah untuk menyebarluaskan sertéancerkan beberapa
kebijakan, baik informasi, publikasi, maupun mengkaikasikan kegiatannya
kepada masyarakat. Sedangkan yang dimaksud pibakpemerintah dalam
penelitian ini merupakan media massa lokal dankpsinaasta.

Media massa lokal dapat dimanfaatkan oleh penadrintaerah, untuk
melancarkan implementasi program, melalui koordiyasg terjalin dan nantinya
akan dikonsumsi masyarakat, melalui gaya penuldam bahasa dari media
massa tersebuletworking governaceermasuk dalam kriterigood governance
dan diharapkan mampu mengkaji permasalahan meng@iman relasi antara
pemerintah dengan pihak media massa lokal.

Kepercayaan dari masyarakat menjadi sangat pentitigk memahami
persoalan transparansi dan akuntabilitas interasvorkindjaringan aktor dalam
governance Dalam konsemetworking governancetust (kepercayaan) menjadi
kunci dannetworksebagai kata kungjovernancePrinsip dari unsur pembentuk
transparansi, keterbukaan dan akuntabilitas akgovernance sangat terkait
dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat, yaegjadi tujuan dari
terlaksananya konsep tersebut.

Selain unsur pembentuk dari konsep terseimttyorking governancgiga
dikategorikan dari aktor yang nantinya akan melakan proses keterbukaan

informasi publik tersebut. Aktor tersebut sebagaikut:

2 Hetifah J. Sumartolnovasi, Partisipasi, dan Good Governanciakarta: Yayasan Obor
Indonesia, 2009, HIm.15



Bagan 2.1 Aktor-Aktor Pembentuk Networking Governanc¥
PEMERINTAH

MEDIA MASSA MASYARAKAT
Sumber: Wayne R. Leach (2001)

Dari 3 (tiga) aktor di atas menunjukkan relasigam@antinya akan dijalin
oleh pemerintah dan media massa menjadikan masyasabagai aktor yang
diutamakan dalam menyelenggarakan proses ketenbuk#armasi publik.
Tingkat keberhasilan relasi yang dihasilkan akamjath tolak ukur bagaimana
pemerintah menyelenggarakan proses publikasi dasgaransiguna mencapai
kinerja dengan baik, berkomunikasi dengan masyarak@ngenai kebijakan,
keluhan, saran, kritik, laporan, hingga pertanyamtara langsung kepada
pemangku kebijakastakeholder.

2.3 TeoriReinventing GovernmentDavid Osborne)

Dalam tujuannya memperbaiki kualitas pelayanalibumeningkatkan
efisiensi, transparansi, serta banyak manfaatiplasiinya makae-governmendi
definisikan sebagai sesuatu yang perlu untuk didaku oleh organisasi
pemerintahan. ICTlifformation and Communication Technologgalah sistem
atau teknologi yang dapat mereduksi batasan ruangwaktu untuk mengambil,
memindahkan, menganalisis, menyajikan, dan meny&ampanformasi data

menjadi sebuah informasi, sesuai dengan uvegiovernment.

13 Dedy Hermawan,Trust and Network Governance: Transparan dan Akuntabel, Malang:
Administrasi Negara, 2008, him.2



Menurut David Osborne (1992ginventing governmemherupakan salah
satu upaya dalam meningkatkan efektifitas, efigjealkuntabilitas pemerintah
dengan transformasi teknologi informasi, komunikdain pelayanan kepada
masyarakat gublic servicg melalui internet. Klasifikasi pelayanan lebih
difokuskan kepada pasar, persaingan serta progrdharp pelanggan yang
memungkinkan pelanggan bisa memilih produk ataa yasg diinginkart?

Jika direfleksikan dalam penggunaan kegi&aovernmenteori tersebut
mendefinisikan masyarakat sebagansumendan pemerintah sebagaiodusen
serta menjadikan akses birokrasi ke dalam kategeviirausahakan birokras?
Pelaksanaan reinventing government pada pemerintah daerah adalah
mentransformadiCT dalam pelayanan publik dan penerapan konsigpenting
governmentpada instansi pemerintah. Penelitian ini juga elaskan 3 (tiga)
jenis e-governmentyaitu G2C, Government to Citizen(Pemerintah kepada
masyarakat) da2B, Government to BussingBemerintah kepada swasta), dan
G2G, Government to GovernméAntar Pemerintah’’

Bagan 2.2 RelasE-Governmentdalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi
Publik

Citizen/Masyarakat

L]

Pemerintah
BussinetSwasta - Provir?si NTB ‘ Instansi/SKPD
(melalui program
e-government

Sumber: David Osborne (1992

4 Asep Arifin, Pengaruh Reinventing Local Government dan E-govemnTerhadap Good
GovernanceBandung: Unpad, 2011. HIm.6

> David Osborne,Mewirausahakan Birokrasi:Reinventing Governmeikarta: Perwajahan
Lembaga PPM, 2005. HIm.127

'8 Richardus EkoElectronic Government: Strategi Pembangunan dangBerbangan Sistem
Pelayanan Publk Berbasis Teknologi Digitadgjakarta: Penerbit Andi, 2006, HIm.44



Bagan 2.3 Pembagian VariabeReinventing Government

Teori Reinventing

Governmen
5 Inovasi +7
Partisipasi
_> 1 ,
Indikator Rakyat Variabel
Reinventing _ —> Reiventing
|, Kemitraan | Government

L, Transparansi }_

Sumber: Diadaptasi dari David Osborne (1992)

Dari pembagian variabel di atas, peneliti nantirglean menjelaskan
efektifitas dari ke 4 (empat) variabel, dengan ngemgkan beberapa penjelasan
dengan sub bab terkait penilaian seberapa efekhfjgunaan program dast
governmentlan relasinya dengan 2 (dua) media massa loKahj y@mbok Post
danLombokita.com.

2.4 Studi Penelitian Terdahulu
Penelitian mengenai aspekgovernmentdan penggabungannya dengan

relasi media massa lokal, memang bukanlah suatuydwad baru. Diantara
beberapa tulisan, baik berupa buku penunjang, skdgri berbagai universitas,
hingga jurnal-jurnal inovasi pemerintahan, bebemipataranya sangat kerap kita
dengar menggunakan faktergovernmensebagai judul utama. Dari hal inilah,
dimunculkannya studi terdahulu yang berfungsi umhémbandingkan beberapa

tulisan tersebut dengan penelitian yang dilakukan.



Dalam menjelaskan studi terdahulu, peneliti merdbegan setidaknya 5
(lima) literatur yang berasal dari penelitian skrjgesis, hingga jurnal penelitian,
yang akan dijelaskan satu-per satu sebagai berikut:

Kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mega Sofiadalam
skripsinya “Aktivasi dan Penyempurnaan Website Sebagai Mediantkhikasi
Eksternal Lembaga Paramita Jawa Timut’ "Tahun 2010. Dalam penelitian
skripsi ini dijelaskan spesifikasi pada programgpaon inovatif dari pemanfaatan
teknologi jangkauan dari lembaga swadaya masyargdsramita) dan
pemanfaatan website sebagai program yang ino\&ifain itu, website juga
menawarkan beberapa program sepleetst practiceberita, dan artikel.

Pertama, yaitu studi yang dilakukan oleh Eko Sakapurnamalard
penulisan karya ilmiah yang berjudtifelaah Implementasi Undang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Wujud PenenapBrinsip Good

18 Tahun

Governance (Studi di Kabupaten Lombok Barat danaKirakarta)
2011. Pada dasarnya penulisan karya ilmiah ini bad@as mengenai
implementasi dan capaian-capaian dari keterbukasfiormasi publik di
Pemerintah Daerah, namun dengan menggunakan gosdr governanceerta

implementasi kebijakan. Perbedaan lain juga tetdppda tidak adanya media

massa serta penekanan yang secara medalam kegadgagd governance.

7 Mega SofianaAktivasi Dan Penyempuraan Website Sebagai Media ukidmsi Eksternal

Lembaga Paramita Jawa Timuyjalang: Fisip Universitas Brawijaya, 2012, (63 HlIm

8 Eko SakapurnamaJelaah Implementasi Undang-Undang Keterbukaan mési Publik

Sebagai Wujud Penerapan Prinsip Good Governancd{StuKabupaten Lombok Barat Dan
Kota Surakarta) Jakarta: Universitas Indonesia, Laporan Penelitldbah Riset Unggulan, 2011,
(26 HIm)



Ketiga, adalah tulisan yang diprakarsai oleh Muhtar Habwddiyaitu
“Gubernur NTB Menjawab” Tahun 2013. Tulisan yang berbentuk Jurnal ini,
menjelaskare-governmenyang digagas oleh pemerintah NTB yaitasscenter
dan media cetak lokal, Lombok Post. Penulisan Jumiajuga menjelaskan
partisipasi Gubernur dalam menjawab pertanyaan dagisyarakat NTB.
Perbedaan terletak pada media massa lokal yangjhdiyaitu media cetak,
sedangkan peneliti memilih 2 (dua) media massa hangeda.

Keempatyaitu penelitian tesis Magister Hukum Universitéataram oleh
Moh.Zar Kasyi yang berjudulFungsi Badan Informasi dan Komunikasi Daerah
dalam Mewujudkan Hak Informasi Masyarakat berdaaarkerda No.10/2000”
20 Tahun 2006. Penelitian tesis ini, menjelaskan $unmgn kinerja dari BIKD
dalam mengelola informasi publik, mengkaji sejauinm efektifitas informasi
yang diberikan oleh BIKD kepada masyarakat NTBmNa, penelitian ini
mengacu kepada penelitian hukum normatif dan duktdata sekunder saja.

Kelima, adalah penelitian skripsi yang berjudtPenyempurnaan Media
Public Relations Cetak dan Elektronik di Yayasarcriliindonesia®* Tahun
2013 yang dilakukan oleh Anggun Evelia RestantidaP@enelitian tersebut,
dijelaskan beberapa program mengenai pemanfaateanasanternet dalam
menawarkan program menarik oleh yayasan Micraniadia, yaitu yayasan yang
bergerak pada keuangan makro. Dengan Prognamslatter, bulletin, pada

website yayasan.

19 Muhtar HaboddinGubernur NTB Menjawab{ogyakarta: IGI, 2013, (14 Him)

% Moh.Zar Kasyi,Fungsi Badan Informasi dan Komunikasi Daerah Dal&tawujudkan Hak
Informasi Masyarakat Berdasarkan Perda No.10/200taram: Universitas Mataram, 2006,
(118 Him)

“L Anggun Evelia RestiantiPenyempurnaan Media Public Relations Cetak Dan tEak di
Yayasan Micra Indonesidlalang: Universitas Brawijaya, 2013, (84 HIm)



Tabel 2.1 Perbandingan Studi Penelitian Terdahuludrhadap Relevansi Penelitian

. Bentuk
Peneliti Penelitian Judul Letak Perbedaan
Fungsi Badan Informasi ddre Penggunaan  penelitian  hukum
Zar Komunikasi  Daerah  dalanr normatif dan pendekatan konseptyal,
Kasyi Tesis mewujudkan Hak Informasi analisa metode interpretasi hukum
(2006) Masyarakat berdasarkan Pernc dan perundang-undangan.
No.10/2000”
“Telaah Implementasi Undang-« Analisis unsur-unsur  good
Undang Keterbukaan Informas governancesecara keseluruhan.
Eko Skripsi Publik ~ Sebagai ~ Wujud « Implementasi kebijakan.
(2011) Penerapan  Prinsip Good| « prosedur  dalam  implementasi
GovernancgStudi di Kabupaten keterbukaan informasi publik.
Lombok Barat dan Kota
Surakarta)”
“Aktivasi dan Penyempurnagne Program-program  e-government
Sofiana o Websitg 'Sebagai Media inoyatif dan menggunakan media
2010) Skripsi Komun_lka5| Ekstgrnal Lembage online.
( Paramita Jawa Timur” e Analisis  program e-government
hanya pada media massanline
(website).
“Gubernur NTB Menjawab” » Aspek media massa lokal khususnya
Muhtar Jurnal hanya menggunakan media cetak
(2013) * Fungsisms centedominan.
. “Penyempurnaan Medi®ublic | « Koordinasi dari 2 program medja
Restantl Skripsi RelationsCetak dan Elektronik hubungan masyarakat.
(2013) di Yayasan Micra Indonesia” | « Lembaga donor/yayasan.

Sumber : Data Primer di Olah (2014)

Dari beberapa perbandingan studi terdahulu di, atissmpulkan Jurnal
Muhtar Haboddin yang berjudtGubernur NTB Menjawab”"Tahun 2012 yang
dirasa menyerupai. Hal tersebut dapat dinilai gewgram yang digunakan, yaitu
sms centedan website, serta media cetak Lombok Post. Padbetérletak pada
3 (tiga) unsur,Pertama, efektifitas keterbukaan informasi publik menurut) U
No.14 Tahun 2008Kedua,fungsi website oleh pemerintah Provinsi NTB untuk
menyebarluaskan berita dan informakietiga, media massa yang dibahas

merupakan jenis media lokal yang bekerjasama delRgarerintah Provinsi NTB.



2.5 Kerangka Pikir Penelitian

Dari penjelasan mengenai kaitan hubungan antaresefonetworking
governancesebagai acuan pemerintahan yang berlandaskaga} éktor utama
(masyarakat, pemerintah dan media massa lokal) t@am reinventing
governmenisebagagrand teoriyang telah dijelaskan sebelumnya. Peneliti juga
akan menggambarkan bagaimana membangun prosesghkarauikir dalam
menyusun penelitian ini, sehingga berjalan seswigan rumusan-rumusan
permasalahan penelitian yang dipertanyakan.

Untuk lebih memperjelas kerangka pikir penelitj@mg akan ditawarkan,
di bawah ini merupakan bagan kerangka pikir paaalidalam bentuk bagan dari
terbentuknya rumusan masalah antara efektifitasggeraan programe-
governmentdan media massa lokal dengan relasi antar medssanakal dan
pemerintah hingga hasil temuan yang dihasilakam idgslementasi teori dan

konsep pada bagan 2.4 berikut:



Bagan 2.4 Kerangka Pikir Penelitiarf?

Rumusan Permasalahan

!

Efektifitas
Penggunaan Progra
Keterbukaan
Informasi Publil

v

Reinventing
Government
(David Osborne:1992)

v v v

.

Relasi
Pemerintah
dan Media

Massi

v

Networking
Governance
(Wayne R.Leach:2001)

v

Tipe Relasi l

Media Sms Website e-government
Massa Center Provinsi
| | | v
v G2G G720 G2B
Praktik Program ! . :
v v v v
Penilaian Efektifitas Pemerintah = Masyarakat F—: Swasta
H v v
VariabelReinventing Antar e-procurement 1
Government SKPD

v

Capaian Temuarﬁ

Sumber: Data Primer di Olah (2014)

?2 Kerangka Pikir Penelitian menjelaskan hubungaararkedua rumusan masalah dari penelitian,
yaitu efektifitas yang dibaca dengan menggunakami teinventing governmentlan relasi
pemerintah dengan media massa lokal dengan menggukansemetworking governanggang
nantinya akan menghasilkan temuan yang merupakabgn atas rumusan masalah yang ada.



BAB Il

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian
Dalam menganalisis kegiatan penelitian yang bedokada kegiatan

Pemerintah Provinsi NTB dalam menyelenggarakarspamansi serta informasi
kepada masyarakatnya, sehingga peneliti memerlgkamaran mengenai jenis
penelitian yang nantinya akan digunakan untuk metgngsung ke lapangan.
Sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan yaitu anatigis keefektifan dan
keberhasilan pemerintah dalam bekerjasama dengaia meassa lokal dalam
keterbukaan informasi publik, jenis penelitian yadigunakan adalah penelitian
kualitatif. Jenis penelitian kualitatif menurut Gveell (1998) sebagaimana dikutip
Djam’an Satori, didefinisikan sebaddi:

“Proses inquiry (pemeriksaan) tentang pemahamamnddsar pada
tradisi-tradisi metodologis terpisah; jelas pemaadlan bahwa menjelajah
suatu masalah sosial atau manusia. Peneliti memibarspiatu kompleks,
gambaran holistic, meneliti kata-kata, laporan-lapo memerinci
pandangan-pandangan dari penutur asli, dan melakugiaidi pada suatu
pengaturan yang alami, dengan menafsirkan fenomeamy terjadi dan
dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metaaiegyada.”

Penjelasan mengenai penelitian kualitatif di atfisancang agar hasil
penelitiannya memiliki kontribusi terhadap teorindaapat didesain untuk
memberikan sumbangannya terhadap kebijakan, masataial, maupun
kebijakan-kebijakan serta tidak&hJika dihubungkan dengan penelitian yang
akan dibahas, tentunya penelitian kualitatif dapahgat membantu, karena

didasarkan pada analisis kata, gambar, hingga yvidesuai dengan fokus

%3 Djam’an SatoriMetode Penelitian KualitatiBandung: Penerbit Alfabeta, 2012, Him.24
Ibid., HIm.22



penelitian ini adalah membaca opini publik mengeqaérja pemerintah dalam
mempublikasikanstatement,serta kriteria program yang digunakan. Dengan
demikian, penelitian kualitatif tidak hanya sebagpaya mendreskripsikan data,
tetapi deskripsi dari hasil pengumpulan data y&uge.

Sebagaimana penelitian yang diagendakan, deskepsebut digunakan
oleh peneliti untuk membantu berjalannya prose<lgen deskriptif ini dari
berbagai sumber data, diantaranya: wawancara yangatam dengan informan,
melakukan observasi atau pengamatan partisipaggankatudi literatur, dan
melakukan wawancara dengan informan. Dengan kritesisebut, diharapkan
data-data yang digunakan dapat membantu berjalapayalitan sesuai dengan
prosedur-prosedur deskriptif.

3.2 Jenis Data

Pada tahap ini, jenis data yang disajikan sangetalien erat sesuai
dengan jenis penelitian seperti yang telah dijelasksebelumnya, karena
berhubungan langsung dengan sumber data tersebperoldh dan
dimaksimalksan sebagai faktor yang membantu dalessep penelitian. Pada
fokus penelitian ini, ada 2 (dua) macam jenis datag diperoleh peneliti untuk
memberikan data diantaranya sebagai befikut:

1. Data Primer: yaitu data utama yang diperoleh oleh peneliti secar
langsung dari narasumber tanpa ada perantara yacayas khusus,
kemudian dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawaitekia fokus dari
penelitian tersebut. Semisal observasi, maupunatewgwancara.

2. Data Sekunderyaitu data yang diperoleh peneliti secara tidakgsung
untuk mendukung penelitian ini. Misalnya, data-datakumen, arsip-
arsip resmi, foto-foto publikasi berita, websiiégratur, serta buku-buku
yang ada di lokasi penelitian.

% Suharsimi ArikuntoProsedur PenelitianJakarta: PT.Rineka Cipta, 2002, HIm.107



Pertama, data primer digunakan oleh peneliti untuk membaadanya
data-data seperti observasi lapangan atau progesta wawancara langsung
dengan para informan yang langsung terlibat dalangpprasian kegiatan
keterbukaan informasi publik tersebut. Data prijnga menjadi data yang paling
utama di dalam membantu penulisan penelitan, dengamdeskripsikan hasil-
hasil dari beberapa pengamatan langsung di lapartgagga mewawancarai
orang-orang yang berkecimpung di dalamnya, baildét pegawai Pemerintah
Provinsi NTB, hingga wartawan yang mewakili mediassa lokal.

Kedua,data sekunder digunakan oleh peneliti, untuk mebgigi data
primer seperti observasi dan wawancara langsung telah dijelaskan di atas,
dengan menyelaraskan kedua aspek tersebut dentmidlada sekunder secara
tidak langsung. Data tersebut dapat dicontohkarereprsip, bentuk berita
publikasi yang ada pada website, majalah bulanawi&i NTB, koran, maupun
dokumen yang ada di lokasi penelitian.

Selain itu, dengan menggunakan 2 (dua) jenis datatas, tentunya
penelitian ini harus menggunakan buku-buku penunjpenelitan metodologi
penelitian kualitatif, jurnal, hingga mempelajarienglitian-penelitian studi
terdahulu, agar proses penelitian mendapatkan psisitif tersendiri, hingga
mengungkap beberapa aspek yang sebelumnya belyelagkan, dengan
mengkombinasikan serta meminimalisir terjadinyaakesan terhadap penelitian

yang sudah dilaksanakan.



3.3 Teknik Pengumpulan Data

Fase terpenting dari penelitian adalah fase penglamp data.
Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pleragadata untuk keperluan
penelitian. Dalam penelitian kualitatif, teknik gempulan data dapat dilakukan
melalui setting dari berbagai sumber dan berbaged, cseperti data primer dan
data sekuder seperti yang telah dijelaskavietode pengumpulan data sangat erat
hubungannya dengan masalah penelitian yang ingiacehkan, beberapa opsi
untuk memecahkan masalah tersebut diantaranya uneteknik observasi,
wawancara, maupun studi literatur.

3.3.1 Observasi
Menurut Aan Komariah (2011), sebagaimana dikutijanDan Satori,

metode observasi memiliki pengertian sebagai befiku

“Observasi adalah pengamatan terhadap suatu olyj@kg diteliti baik
secara langsung maupun tidak langsung untuk mergsedata yang harus
dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung adaéajun ke lapangan
terlibat dengan seluruh panca indera, sedangkararsedidak langsung
adalah pengamatan yang dibantu media visual/audsual misalnya
teleskop, handycam. Namun yang terakhir ini dalaanefitian kualitatif
berfungsi sebagai alat bantu karena yang sesunggailmibservasi adalah
pengamatan langsung pada natural setting bukaningetyang sudah
direkayasa.”

Dari pemaparan metode observasi di atas, pengditiggunakan metode
tersebut, untuk memaksimalkan pemantauan terhatkmya kinerja atau proses
pendistribusian publikasi yang diselenggarakan d&emerintah Provinsi NTB
bekerjasama dengan pihak media massa lokal. Dadaimihjenis observasi yang

digunakan adalah jenis non partisipan, yang meskataobservasi yang tidak ikut

%6 Djam’an Satori.Op.Cit.HIm.103
%" Djam’an Satori.Op.Cit.HIm.105



dalam kehidupan orang yang diobservasi dan se@msdh berkedudukan
sebagai pengamét.

Observasi tersebut juga dimaksimalkan dengan adp@neliti yang terjun
langsung ke lapangan, untuk mengamati dan memgpef@@ses penggunaan
website, cara menjawaéms centerberapa jumlah sms yang masuk ke Setda
Provinsi NTB, hingga jenis-jenis penggunaan medéssa lokal yang disepakati
oleh kedua belah pihak.

3.3.2 Wawancara

Wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengampdéta apabila
peneliti menemukan permasalahan yang harus ditddn peneliti berkeinginan
untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan deimfammarf® lebih mendalam.
Sebagai pegangan peneliti dalam penggunaan metotview, subjek
merupakan informan yang tahu tentang dirinya serdimtang tindakannya yang
secara ideal yang diinformasikan secara benar dpat dliipercaya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metadawancara semi
standart (semi struktur), yang berarti menggunakan beberapa pokok
pertanyaan yang akan diajukan, seperti garis-gdresar pokok-pokok
pembicaraan. Namun dalam pelaksanaannyaterviewer® mengajukan
pertanyaan secara bebas, pokok pertanyaan yangnudikan tidak perlu
dipertanyakan secara berurutan serta pemilihanKed#ajuga tidak baku tetapi

dimodifikasi pada saat wawancara berdasarkan sigas

28 Syharsimi Arikunto.Op.Cit. HIm.188

%9 Informan merupakan orang-orang dalam latar pémelitang dimanfaatkan untuk memberikan
informasi tentang situasi dan kondisi latar belakpanelitian, dan objek penting dalam sebuah
penelitian.

% Interviewermerupakan seorang yang memiliki kepentingan sélpeganya informan, untuk
memberikan informasi yang dibutuhkan dalam melakufterview(wawancara).



Pada penelitian ini, wawancara yang akan dilaksamaoleh peneliti

adalah melanjutkan mengenai kinerja dari bebenafoannan yang terlibat secara

langsung dalam implementasi kegiaeugovernmenthingga para pelaku media

massa lokal tersebut. Di bawah ini merupakan peaentinforman yang

diwawancarai oleh peneliti, demi memperoleh datagysalid dengan proses

interaksi langsung sebagai berikut:

Tabel 3.1 Penentuan Informan Penelitian dan Informai yang Dibutuhkan

No. | Informan Jabatan Informasi
: » Pengoperasiarsms centerdan website dalam
Kepala Bagian menjawab opini masyarakat NTB yang ditujukan
1.7| | Gede Putu)  Kesekretariatan ke ajlda insta?wsi terka%t Y !
Ariyadi dan PDE Setda K FI) bihan dan h b.t dal
Provinsi NTB elebihan dan ' ambatan dalam programs
centerdan website.
Kepala Sub Bagian * Pendistribusian berita dalam website serta fitur-
2 | Turmudzi Pemberitaan dan| fitur dari website. . .
Komunikasi Setda] * Membangun relasi dengan media massa lpkal
Provinsi NTB NTB melalui forum wartawan pemprov.
Wakil Koordinat * Pemantauan keefektifan website dans center
axl (_)m NAIOT} " galam SKPD di Provinsi NTB.
3. | Kusuma Pejabat . o
G . * Relasi antara PPID dengan Setda Provinsi NTB
Wijaya Dokumentasi dan : : . )
. dalam implementasi keterbukaan informgsi
Arsip PPID NTB .
publik.
A Baqi * Pengoprasian kegiatasms centerwebsite dar
Sngtgcl)tjl 6|1_gFI>aSnE e-procurement serta cara mengkonfirmasi
4. | Yasrul antet dan o programe-governmenkepada masyarakat.
Setda Provinsi L
NTB * Kinerja program e-government dalam
pengaplikasiannya sejak diluncurkan 2009 laly.
» Menjalin relasi dari segi media cetak dengan
5. | Alfian Pimpinan Redaksi| instansi Setda Provinsi NTB.
Yusni Lombok Post | « Proses penulisan berita dan pengumpulan data
mengenai isi berita media cetak.
Ketua Forum * Menjalin relasi dari forum wartawan pemprov
_ Wartawan dengan instansi Setda Provinsi NTB.
6. | Kusmayadi | pemprov NTB/ | . Sejarah berdirinya forum wartawan pemprov, gan
Wartawan LomboK  kinerjanya bagi relasi media dengan pemerintah,
Post maupun antar media massa lainnya.
Wartawan * Menjalin relasi dari segi med@nlinedengan
7. | Zul Fahmi Lapangan instansi Setda Provinsi NTB.

Lombokita.com

« Program publikasi pembaharuan bedtdine.




No. | Informan Jabatan Informasi

Ketua * Penggunaan UU mengenai keterbukaan informasi
Khotibul Laboratorium publik dalam segi pengimplementasian-nya di
Islam Fakultas Hukum | Provinsi NTB.
Universitas » Kelemahan dari implementasi keterbukaan
Mataram informasi publikasi di Provinsi NTB.

 Tingkat kepuasan terhadap programs center
dan website Provinsi NTB.
» Saran mengenai kekurangan dalam program
tersebut, mewakili masyarakat secara umum.

Pengguna layanamn
sms centedan
websité*

Masyarakat

(Hasil Wawancara Terlampir)
Sumber: Data Primer di Olah (2014)

Dari ke 9 (sembilan) penentuan informan di atagnepti bisa
mewawancarainya sesuai dengan kinerja serta posferman terhadap
penggalian data-data penelitian yang valid, unideskripsikan ke dalam bentuk
penelitian skripsi. Peneliti juga menjadikan infenmmdi atas, sebagai jalan masuk
untuk merefleksikan data-data dari hasil wawandaraebut ke dalam konsep
networking governanceserta teorireinventing governancgang telah nantinya
akan berlangsung di Provinsi NTB.

Untuk ke depannya, kegiatamterview tersebut diharapkan dapat
membantu menganalisis keefektifan penggunaan saeagavernmentyang
direlasikan dengan pihak media massa lokal, memg&aanbatan, serta
keberhasilan implementasi program tersebut dalagklip Provinsi NTB.

3.3.3 Dokumentasi dan Studi Literatur
Studi literatur merupakan data mengenai hal-hal dteberapa variabel

yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, afzdr, majalahnotulasi rapat,

legenda, dan sebagain¥faSecara spesifik, studi literatur sama dengan studi

1 Dalam tabel penentuan informan, pengguna website sths centerdikosongkan, karena
peneliti harus mencari data mengenai pengguna teelosin sms centertersebut ke Bagian
Kesekretariatan dan PDE sebagai bagian yang bedaggawab memuat data-data mengenas
yang masuk ke Setda Provinsi NTB.

%2 Suharsimi Arikunto.Qp.Cit., HIm.206



pustaka maupun dokumentasi, karena dalam studatliteterdapat pengambilan
data untuk keperluan penelitian ke dalam jenissj@fata, yaitu dokumen resmi,
studi literatur, hingga arsip fotografi.

Studi literatur dalam penelitian kualitatif merikpa pelengkap dari
penggunaan metode observasi dan wawancara, deragan neengumpulkan
dokumen dan data-data yang diperlukan dalam pefat@sa penelitian lalu
ditelaah secara intens sehingga dapat mendukunmeaambah kepercayaan dan
pembuktian suatu kejadian. Dengan teknik dokumenias peneliti dapat
memperoleh informasi bukan dari orang sebagai oarber, tetapi mereka
memperoleh informasi dari macam-macam sumber i®rathu dari dokumen
(literatur) yang terdapaf®

Dalam penelitian ini nantinya, akan digunakan metanalisis data
menggunakan studi literatur, dokumen-dokumen, addpa-data dari pengguna
sms centedan website dengan dibantu dengan observasi skeaysung terjun
ke lapangan hingga wawancara dengan para inforiamag telah ditentukan. Serta
kegiatan-kegiatan langsung maupun tambahan yanglukeng adanya proses
penelitian, seperti melihat langsung cara kerja loelperapa program media serta
penjelasan mengenai kelemahan dan kelebihan daggpaaan programnya.

3.4 Teknik Analisis Data

Dari beberapa penjelasan mengenai metode pengumpata tersebut,
peneliti kemudian mengarahkan kepada teknik asafiata. Mengutip pendapat
Bogdan & Biklen (2012) sebagaimana dikutip oleh gn Satori, teknik

analisis data memiliki definisi sebagai:

% Djam’an Satori.Op.Cit.HIm.148



“Upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengadata,
mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjaduasa yang dapat
dikelola, mensintetiskannya, mencari dan mengenawkakla, menemukan
apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan meskan apa yang dapat
diceritakan kepada orang lain®*

Kutipan mengenai teknik analisis data tersebut,nggambarkan
bagaimana jalan dari penelitian yang berjenis kat#li ini, menjadi penelitian
yang akan berjalan lurus, dipahami oleh pembacta santinya mengemukakan
hasil dari analisis data-data yang diperoleh umbgknbantu mendeskripsikannya
menjadi sebuah penelitian yang ideal.

Dalam hal ini, akan dikemukakan secara garis bdsgmpat) proses
mengenai analisis data yang digunakan dalam menpsi&lan data-data yang
telah diperoleh dalam menganalisa keberlangsungemtdukaan informasi publik
di Provinsi NTB. Bagan teknik analisis data, yaimgudakan dapat dicermati pada
gambar 3.1 dibawah ini sebagai berikut.

Bagan 3.1 Bagan Teknik Analisis Data

Pengumpulan Teknik : Observasi, Wawancara, dan Studi Literatur
Data Jenis : Primer dan Sekun

!

Persiapan Data - - - - - » Penyesuaian terhadap jenis data yang dibutuhkan
I

Tabulasi Data -.- - - » Metode: Analisis Isi, Interpretasi Isi & Koding R2at
!

Penerapan Data - - - - - » Pengaplikasian data yang telah didapatkan kepada

penyesuaian kebutuhan peneli

Sumber: Suharsimi Arikunto (2002)

34 Ibid., HIm.201



TahapPertamayaitu proses pengumpulan data. Proses pengumgatan
seperti yang dijelaskan di atas, yaitu observaawancara, dokumentasi dan studi
literatur juga menjadi proses awal, kemudian mesippkan data. Artinya,
persiapan data tersebut berarti masuk ke dalanp fadimerikasaan kelengkapan
data. Dari hal tersebut, peneliti otomatis akan ateami data-data yang sudah
dimiliki, maupun dibutuhkan untuk melengkapinyatdserada di lapangan.

Kedua, yaitu tahap persiapan data. Proses persiapanpddta dasarnya
sudah termasuk ke dalam tahap pengumpulan dataumNatalam pengumpulan
data, data yang sudah dikumpulkan sebelumnya tgatoarus dipisahkan sesuai
dengan kebutuhan dari penelitian. Kesesuaian tephgohis data yang telah ada
disesuaikan dengan penelitian lanjutan. Persiapga thi juga memaparkan
kepada pemisahan data-data yang telah ada, damfdatiean untuk membantu
mempermudah penelitian lanjutan, serta berfungsnibaea kekurangan dari data
yang dibutuhkan.

Ketiga, yaitu proses tabulasi data. Tabulasi data yangakbod untuk
membaca penelitian menganai keterbukaan informasikpini adalah bagaimana
data yang telah diperoleh ditempatkan dalam betati&l, dengan cara membuat
tabel yang berisikan data-data yang dibutuhkanjasedengan proses analisis
data. Tabulasi data yang digunakan meliputi: daaagydibutuhkan, teknik
memperoleh data, sumber data, dan metode analstis Balam menganalisis
faktor-faktor pendukung berjalannya kegiatan ketk#an informasi publik di
NTB, tentunya ada beberapa data yang diperolehbddoagai sumber data. Data

tersebut dapat dikategorikan dalam tabel 3.2 selbagkut:



Tabel 3.2 Tabulasi Metode Analisis Data

No. Data yang Teknik Sumber Data Metode
dibutuhkan Data Analisis
Data
1. | Menjalin » SOP Penerbitan berita website

komunikasi ~ antar  Studi * Bulletin NTB Bersaing2013
pemerintah dengan Literatur | « Laporan e-government Setda

masyarakat NTB Provinsi NTB 2013 Koding
* Program yang » Kepala Bagian Kesekretariatan %Data dan )
digunakan PDE Setda Provinsi NTB nterpretasi
«Data  pengguna Wawancarg . Kepala Sub Bagian Santel & Isi
dan hasil program LPSE Setda Provinsi NTB
e-government
2. | Relasi antara pihak » Kepala Sub Bagian Pemberitag
pemgrintah denga”Wawancara dan Komunikasi Setda NTB Interpretasi
media massa lokal » Wartawan Lombokita.com dan Isi
Lombok Post
3. | Analisa  kegiatan Studi * Berita website Provinsi NTB
pembuatan beritg/ Literatur | « Koran harian Lombok Post
publikasi informasi dan « BeritaL.ombokita.com Analisis Isi
* Pemerintah Observasi dan ‘
Provinsi NTB « Kepala Sub Bagian PemberitapHterpretasi
» Mediaonline Wawancard & Komunikasi Setda NTB Isi
» Media cetak
4. | Permasalahan » Laporan e-government Setda
mengenai i_si sms Studi Provinsi NTB 2013 _
center dan jumlah o . | +Data dan arsip Bagiar Koding
pengguna Kesekretariatan & PDE Setgi Datadan
Provinsi NTB Interlpreta5|
« Kepala Bagian Kesekretariatan |& SI
Wawancarg PDE Setda Provinsi NTB
5. | Proses Buku:
pengaplikasian * David OsborneMewirausahakan
teori dan konsep Birokrasi:Reinventing
mengenai GovernmentJakarta: Perwajahar
efektifitas dan Lembaga PPM, 2005
relasi  Hetifah J. Sumarto, Inovasi,
_ Partisipasi, dan Good
Studi Governance2003 Analisis Isi
Literatur Jurna':
* Asep Arifin, Pengaruh

Reinventing Government dan E-
governmnet terhadap Goad
Governance2011

* Dedy Hermawan, Trust and
Network  Governance: yang
Transparan dan Akuntabe?008

% SOPmerupakarStandart Operating Procedurgang dimaksudkan sebagai standart pelayanan
prosedur yang harus ditepati oleh para anggotaaBagiumas dan Protokol maupun bagian
lainnya dalam pembuatan berita website Setda PsioMinB



No. Data yang Teknik Sumber Data Metode
dibutuhkan Data Analisis
Data
6. | Menelaah Studi *UU No.14 Tahun 2008 mengene
efektifitas Literatur keterbukaan informasi publik
keterbukaan » Penggunams centedan website
informasi publik di « Wakil Koordinator Kasi .
NTB Kelembagaan Komunikasi PPIp <0ding
* Masyarakat W Dishubkominfo Provinsi NTB Data dan J
* PPID awancara -,  etua Forum Wartawan Pempr unterpretasi
* Forum Wartawarn NTB Isl
Pemprov NTB « Dosen/Ketua Laboratorium
» Akademisi Fakultas Hukum  Universitas
Hukum Mataram
7. | Profil dan proses * Pimpinan Redaksi Lombok Post ,
koordinasi media Wawancarg « Bagian Manajemen 'Nterpretasi
massa lokal dengan Lombokita.com Isi dan
Pemerintah Studi | - UU No.32 Tahun 2002 mengenlai 09
Provinsi NTB Literatur lembaga penyiaran publik Data

Sumber : Data Primer di Olah (2014)
Dari pernyataan metode analisis data di atas, gatda (tiga) metode,

yang disesuaikan dengan teknik memperoleh datartssfudi literatur (pustaka),
wawancara, dan observasi. Metode tersebut dijefesttaagai berikut’

a. Analisis Isi, yaitu uraian dan kupasan terhadap isi dari berbagatuk
data di dalam literatur, transkip, buku-buku, jurnanaupun yang
berbentuk kepustakaan. Analisa isi ini tidak ja@nbleda dengan analisa
untuk menyurvei penggunaan kuisioner untuk menpetadapat orang.

b. Interpretasi Isj yaitu penafsiran maupun prakiraan terhadap isi da
kegiatan wawancara/interaksi antar dua orang maighih. Interpretasi
juga pandangan tafsiran terhadap isi dari hasil ammara yang telah
dilaksanakan olemterviewerkepada informan.

c. Koding Data yaitu pemisahan khusus terhadap analisis data-gkatg
berbentuk peraturan maupun perudang-undangan .

Keempat,yaitu proses penerapan data. Dalam proses ini;ddétayang
telah ada sebelumnya akan dideskripsikan denganddad baru yang nantinya
akan diperoleh peneliti dalam penelitian di lapande@emudian diterapkan dalam

membaca permasalahan, analisis, serta mendre&lanpdata-data yang diperoleh

% Djam’an Satori.Op.Cit.HIm.201



sesuai dengan apa yang didapatkan dari prosest@enedrsebut. Jika dikaitkan
dengan metode penelitiannya, metode yang digunadtalah penelitian kualitatif,
tentunya proses penerapan data sesuai dengaraB {ggnik pengumpulan data.
Dalam penelitian kualitatif, data yang mucul lebdnyak kata-kata, bukan
rangkaian angka. Data kualitatif dikumpulkan dalderbagai cara misalnya:
observasi, wawancara, intisari dokumen, rekamanukiean diproses melalui
pencatatan, pengetikan, dan penyuntingan dan diEnsécara kualitatif’

3.5 Lokasi Penelitian
Fokus penelitian yang ditujukan kepada aspek petaér Provinsi NTB,

dengan lokasi penelitian yang ditentukan adalale®atat Daerah Provinsi NTB,
khususnya pada Bagian Kesekretariatan dan PDEinSala untuk menambah
referensi data, penelitian juga dilangsungkan dntda Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dishubkominfo RPnevNTB.

Penelitian juga dilaksanakan pada perkumpulamiomartawan pemprov
yang berlangsung pada Bagian Humas dan ProtokdaS&bvinsi NTB, kantor
redaksi media terkait (Gedung Graha Pena Lombokt, Pcantor cabang
Lombokita.comMataram) serta Fakultas Hukum Universitas Mataramiuk
mewawancarai para informan yang membantu sisteandtiki metode penelitan

yang sedang berlangsung.

3" Djam’an Satori.Op.Cit. HIm.204



3.6 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penelitigberan Electronic Governmentdan Relasi
Media Massa Lokal dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di
Provinsi NTB (Studi Kasus pada Bagian Kesekretariatan dan PusabData
Elektronik Sekretariat Daerah Provinsi NTB, denganMedia Massa Lombok
Post dan Lombokita.con) ini, peneliti akan menjelaskan secara singkatine
yang terdiri dari 6 (enam) bab, yang diantaranyeagai berikut:

BAB | : PENDAHULUAN . Pada bab ini, dijelaskan bagaimana relasi
antara pemerintah dengan media massa lokal dapalintesecara maksimal.
Unsur keterbukaan informasi publik dan urgensiddap pelaksanaannya juga
dijelaskan dengan mengambil studi kasus di Pena¢riRtovinsi NTB. Program-
program yang ditawarkan pemerintah sepa&ris centerwebsite,e-procurement
dan relasi media massa lokal di NTB, juga menjaddasan utama pada bab ini.
Selain itu, dijelaskan pula rumusan masalah, manéken tujuan dari penelitian
tersebut, untuk mempermudah berjalannya tahapaa kegiatan penilitian dan
terjun ke lapangan.

BAB Il : KERANGKA TEORITIK. Dalam bab ini, beberapa elemen
penting seperti studi terdahulu, dan aplikasi teorenjadi pokok utama
pembahasan. Studi terdahulu menjelaskan beberapait@a, maupun jurnal
yang menjelaskan mengenai keterbukaan informaslikgube-governmenidan
media massa sebagai pembanding penelitian. Séliaiardapat teori dan konsep
untuk membantu menganalisis penelitian ini yaitoriteeinventing government
(David Osborne) dan konsepetworking governance(Wayne R. Leach)
dilengkapi bagan kerangka pikir penelitian, akan mméahkan jalannya

sistematika penelitian.



BAB Il : METODE PENELITIAN. Pada bab ini, berisi penjelasan
mengenai jenis penelitian kualitatif, dengan korabirantara data primer dan data
sekuder. Teknik pengumpulan data yang digunakarukumhempermudah
pendeskripsian penelitian adalah melalui observesmiyvancara, dan dokumentasi
atau studi literatur. Disisi lain, bab ini juga medaskan mengenai teknik analisis
data, seperti pengumpulan data dengan persiapanddtt yang sudah ada,
tabulasi data untuk membedakan data-data yanglukper pada saat berada di
lapangan, dan penerapan data untuk menganalisifekkiéEn berjalannya
keterbukaan informasi publik dan relasi antar péamen dan media massa,
hingga antar ke-2 (dua) media massa lokal tersdilRitovinsi NTB.

BAB IV : MENJALIN KOMUNIKASI ANTARA PEMERINTAH
PROVINSI NTB DAN MEDIA MASSA LOKAL. Bab ini menjelaskan
beberapa profil dari berbagai penggunaan programgram darie-government
dan media massa lokal di Provinsi NTB yang digunakatuk menjalin
komunikasi dengan masyarakat. Profil tersebut leerbpberapa proses kerja
program, fitur yang ditawarkan oleh media massagdm analisis peneliti
mengenai kelemahan atau kekurangan dari kinerjaanmedssa dalam membantu
pemerintah mewujudkan keterbukaan informasi pul@ligéntohnya: Penggunaan
sms centerSiapa yang bertanggung jawab membalas? Sertantmga analisis
penerapan prograrams centettersebut dalam keterbukaan informasi publik di

Provinsi NTB.



BAB V : RELASI DAN PENCAPAIAN EFEKTIFITAS
PENGGUNAAN PROGRAM E-GOVERNMENT DENGAN MEDIA MASSA
LOKAL. Pada bab ini dijelaskan mengenai jalinan relasikdeordinasi antara-
governmentari pemerintah dengan media massa lokal serteréed prosesnya.
Selain itu, dijelaskan pula beberapa proses peraapgdektifitas dan relasi yang
terjalin dari penggunaan saraeegovernmentlan media massa tersebut dapat
terlaksana di Provinsi NTB. Serta akan dipaparkala pagaimana mewujudkan
keterbukaan informasi publik dari pengaplikasiaaritalalam bentuk variabel
serta paparan unsur transparansi, keterbukaankdatedilitas informasi maupun
publikasi pada setiap sub bab yang menjadi topikipkung dalam bab ini.

BAB VI : PENUTUP. Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan mengenai
capaian relasi antara Pemerintah Provinsi NTB demgadia massa lokal serta
capaian efektifitas penggunaan program dalam amaligplementasi keterbukaan
informasi publik dan rekomendasi dari keseluruhalaksanaan penelitian.
Peneliti juga menjelaskan dan menjawab beberaganyaan yang disimpulkan
ke dalam rumusan masalah, ataupun sekedar mere#tasiksn dalam menjawab
2 (dua) rumusan permasalahan tersebut serta mdwmmbedoeberapa masukan,
usulan, saran maupun kritikan kepada masyarak&bitedengan perbaikan
beberapa implementasi dari pemerintah Provinsi Nyid®g sejatinya telah

berjalan untuk menuju pemerintahan yang lfgdod governancej}**



BAB IV
MENJALIN KOMUNIKASI ANTARA PEMERINTAH PROVINSI NTB
DAN MEDIA MASSA LOKAL

Pada bab 4 (empat) ini, peneliti akan menjelaskam menghubungkan
beberapa programe-governmentyang tentunya sudah dikelompokan untuk
dikaitkan dengan pengaplikasian tujan utama yagterbukaan informasi publik,
serta beberapa media massa lokal di Provinsi NTiR) yaembantu tersebarnya
informasi dan publikasi dari pemerintah kepada rasdsat umum. Menjalin
komunikasi masyarakat juga dimaksudkan sebagaksaftlari implementasi UU
No.14 Tahun 2008 yang dianalisis mengenai bebecapa yang berbeda dari
pemerintah dengan media massa, tetapi tidak memghihn segi penggunaan
sarana, melainkan beberapa aspek komunikasi yamg sa

Bab ini juga mengemukakan proses dari 2 (dua) anethssa lokal di
NTB, dan proses kerjasama untuk mengembangkan @agmmpun informasi,
menindaklanjuti proses publikasi, hingga mengi&@iPdari Pemerintah Provinsi
NTB untuk menjalin relasi dalam memudahkan kegigianyebarluasan berita
dan informasi melalug-government.

4.1 ProgramE-GovernmentSekretariat Daerah Provinsi NTB

E-governmentmerupakan program khusus yang dikelola oleh lembag
pemerintah untuk memberikan informasi berbasis dklgi inovatif, yang
terhubung kepada aplikasi internet dan jaringanulkuninentranformasikan
hubungan pemerintah dengan masyarakatnya, megddisi dengan pihak swasta,
pelayanan publik, maupun pihak-pihak lain di lusemgrintah serta antar
pemerintah. Hal senada dikemukakan oleh Richard@)6) mengenaie-

governmentyakni:



“E-governmet refers to the use by government aigenof information
technologies (such as Wide Area Networks, the neterand mobile
computing) that have the ability to transform redas with citizens,
businesses, public service, and other arms govarhm@nd electronic
governments is about bringing the government inéovtorld of the internet,
and work in internet time*

Pelaksanaaa-governmenyang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB
pada dasarnya merupakan aspek utama mengapa ipenetigambil tema
mengenai keterbukaan informasi publik yang menifasil aspek demokrasi di
Indonesia. Di Provinsi NTB, pengaplikasian program sudah terselenggara,
namun masih dalam tahap penyesuaian dan percoBaderapa prograne-
governmentdapat dicontohkan seperti penggunaan websites center, e-
procurementg-commercedan sebagainy.

4.1.1 Profil Sms CentelSekretariat Daerah Provinsi NTB

Program pertama dalam pemampaggovernmenfada penelitian ini
adalah sms center.Pada dasarnyasms centermerupakan program berbasis
komunikasi 2 (dua) arah, dengan menggunakan pesaatgiepon seluler yang
berbasisshort messagegpesan pendefd) yang dikemukakan masyarakat kepada
Gubernur, beberapa SKPD, dalam bentuk undafigdsi. sms centersendiri
adalah beberapa penyaluran aspirasi dalam pelayaoéhk, baik berupa
informasi, saran, kritikan, maupun pertanyaan, @@ogaduan dari masyarakat.

Sms tersebut tentunya akan dibalas, melalui mesti@k csetiap hari Senin, dan

¥ Richardus EkoQp.Cit HIm.3

% Peneliti memilih 3 (tiga) prograre-governmentersebut dikarenakarPertama, akses yang
mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat &i. IK€dua,karena aspek komunikasi yang
didasarkan pada unsur keterbukaan informasi putliliNTB, Ketiga, adalah kedua program
tersebut tergolong baru dalam prosegovernmen$etda Provinsi NTB, pada Tahun 2009.

40 Programsms centerini menggunakarserver sms gatewagan aplikasiPHP (Hypertext
Preprocessor)

“ Sms centerantar SKPD dimaksudkan sebagai cara dari pembriRvinsi NTB untuk
menyebarkan undangan antar SKPD lain dalam lingkugvinsi NTB, seperti undangan rapat,
pertemuan dengan Gubernur, Sekda, hingga undangangatan hari besar, libur nasional,
upacara, dsb.



diutamakan untuk merespon pertanyaan/pengaduannyangdi perhatian publik
secara umum, yang merupakan salah satu programnikasulangsung antara
masyarakat NTB dengan beberapa pemangku jabataipum&epada Dinas atau

SKPD terkait*?

Gambar 4.1 Publikasi Informasi
PenggunaarSms Centedari Bulletin
Bulanan Pemerintah Provinsi NTB

Sms centeryang digagas oleh
Gubernur NTB, M. Zainul Majdi secara
resmi  diluncurkan pada Bulan
Desember Tahun 2008, dan menjadi
program e-governmentpertama yang
digagas dalam jabatan periode pertama
Gubernur NTB, bekerjasama dengan
Bagian Kesekretariatan dan PDE Setda
Provinsi NTB, Ada beberapa alur

dalam implementasisms center

Sumber: BulletiNTB BerSaing sebagai berikut:
Edisi Mei 2013

Bagan 4.1 Alur Sms CentelProvinsi NTB

Sms dari Masyarakat——» Kesekretariatan dam PD%

v v v
Media Cetak : Website Provinsi Sms Ke Nomor
Lombok Post NTB : Tujuan Langsung

ntbprov.go.id

Sumber: Data Primer di Olah (2014)
Dari alur di atas, sms yang dikiimkan oleh maakat ke nomor
0811301300,akan langsung masuk ke Bagian KesekretariatanPieat Data

Elektronik Setda Provinsi NTB sebagai tim pengeldtemudian diforward

“2 Dikutip dari Bulletin NTB Bersaing: Beriman dan Baya Saing, Edisi Ill: Maret 2013



kepada setiap SKPD sesuai dengan isi sms yang mAslak3 (tiga) metode
dalam membalas sms yang masuk, antara lain selbagjaut:

a. Melalui media cetak (Lombok Post): Diposting didrahn khusus oleh
Setda Provinsi NTB kepada setiap sms yang masukhysliskan
pelayanan publik) setiap hari senin.

b. Melalui website iitbprov.go.ig: Dengan membuka web tersebut, dan
setiap balasan sms yang masuk akan diposting zdaadn lain.

c. Melalui balasan sms langsung: Dengan pembalasgsuag dari nomor
tersebut kepada nhomor masyarakat yang mengaksesentetersebut.

Analisis peneliti dalam proses terselenggaranyms center ini
dimaksudkan untuk memperbaiki kriteria dan prosas program tersebut, untuk
menimbulkan hubungan timbal balik pemerintah ke yaekat maupun
sebaliknya. Analisis peneliti pada program ini ggbderikut:

Pertama adalah media ini diindikasikan untuk memperkuatapeM.
Zainul Majdi (Tuan Guru Bajang) yang pada saath#&wu menduduki jabatan
sebagai Gubernur NTB Periode 2009-2013, dalam grpsadekatan Gubernur
kepada masyarakat. Akan tetapi dalam prosesnya,yamsstiah yang
mengirimkan sms kepada Gubernur, dems centertidak mengakses sms
Pemberitahuan/Himbauan yang dikirimkan langsungéemomor masyarakét.

Kedua,proses konfirmasi sms dams centePemerintah Provinsi NTB
masih membingungkan beberapa pengguna, dikarenakéasijenis konfirmasi
yang berbeda-beda. Seperti yang dijelaskan di aide,3 (tiga) cara: (media
Lombok Post, website, sms langsung ke nomor tujtidiak langsung kepada
nomor tujuan serta efisiensi waktu konfirmasi batasms dari pengguna yang

harus menunggu setiap hari Senin.

43 Proses sms keluar dari prograsms centertersebut juga hanya digunakan sebagai Sms
Undangan ke berbagai SKPD lainnya dalam menelahldken rapat yang diselenggarakan
Gubernur, maupun konfirmasi kehadiran undangan@ktda NTB kepada pejabat SKPD.



4.1.2 Profil Website Sekretariat Daerah Provinsi NB

Programe-governmenkedua adalah website Provinsi NTB, yang dapat
diakses melalui media internet. Websitgbprov.go.id ini secara resmi
dilucurkan sesuai dengan SK Gubernur NTB No. 62umaR009 mengenai
penerapae-governmenProvinsi NTB.*

Secara garis besar, website yang dikelola lamgsoteh Bagian
Kesekretariatan dan PDE yang bekerjasama denganB&gian Pemberitaan
dan Komunikasi Setda Provinsi NTB sebagai pembeatabwebsite ini, juga
memiliki fungsi yang sama, yaitu memberikan infosmiepada masyarakat
pengguna internet, untuk dapat mengetahui beriitalkterbaru, maupun acara-
acara, ataupun permasalahan yang sedang dihada@KPD di Provinsi NTB.

Gambar 4.2 Website Provinsi NTB
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4 Website Pemerintah Provinsi NTB merupakan welgsittama yang dicetuskan oleh Sekretariat
Daerah Provinsi NTB dan dibawah pengawasan PPIhubiominfo Provinsi NTB, yang
merupakan program inovasi dari Bagian Kesekretarialan PDE, dimana berita-berita dan
informasi dapat diakses dengan mudah mets@dget dan informasi/berita dipdatesetiap hari.



Ada beberapa program/fitur yang disajikan oleh &a&mah Provinsi NTB

untuk mempermudah masyarakat mengetahui beberadgikagsi dari beberapa

SKPD terkait sebagai berikut:

1.

Update Berita Terbaru: Dimaksudkan sebagaupdate berita-berita
mengenai kegiatan, maupun permasalahan yang mgnbakuan penting
dalam lingkup Provinsi NTB yang dalam hal ini bgksama dengan
Bagian Humas dan Protokol, seperti bidang PeméiantaPerekonomian,
Sosial, Budaya, Pariwisata, Infrastruktur, Pendidikhingga Kesehatan.
Jadwal Kegiatan Gubernur dan Wakil GubernuBagi beberapa
masyarakat yang ingin mengetahui, apa saja kegigtag dilakukan
Gubernur dan Wakil Gubernur, baik internal mauplsternal Provinsi
NTB, dalam website ini tersedia fitur jadwal kegm@iGubernur.

Akses Sms CentePenggunaan darsms centeryang diakses oleh
masyarakat kepada Gubernur maupun beberapa SKRBItte&gntunya
akan mendapat jawaban/balasan langsung. Namunk tskmua
jawaban/balasan langsung ditujukan ke nomor yangsabgkutan
melainkan website juga menyediakan fitur balasas-sms yang masuk
ke Pemerintah Provinsi NTB.

Pertanyaan Maupun Keluhan Melalui E-maiFitur website ini juga
menyediakan kolom untuk masyarakat pengguna Irtefkleususnya
pengguna Website) untuk melakukan penilaian tegnddaerja SKPD,
baik pertanyaan, keluhan, saran, kritik, hingga &otar kepada Gubernur.
Posting Beberapa Website SKPD Lingkup Provinsi NT@ntuk
mempermudah masyarakat pengguna internet, webgiie juga
memposting beberapa alamat website Dinas/SKPDumgkovinsi NTB.
Download Dokumen Pentingdokumen penting disini merupakan akses
bagi masyarakat untuk bisa mengunduh secara drabisrapa majalah
Pemerintah Provinsi NTB, sepeRiIJAR (Sapi, Jagung, Rumput Laut),
NTB Bumi Sejuta Sapi, Gema Pembangunan NTB 2008, DAlam
Angka hingga jadwal-jadwalevent yang diselenggarakan Pemerintah
Provinsi NTB.

Transparansi Penggalangan Dana IC (Islamic Centd?embangunan
Masjid Besatslamic Centeryang dicetuskan oleh Gubernur NTB menjadi
hal yang terpusat saat ini. Transparansi ini dimdkan sebagai proses
dari laporan keuangan yang masuk, maupun pengelyarag diposting
langsung di website ini.



Dari beberapa pemaparan mengenai website tergebogliti tentunya
menilai dari kemudahan penggunaan, dan maraknyggpea internet serta
mudahnya jangkauan masyarakat kepada pemerintat\sfasite ini merupakan
portal utama dari domain yang dimiliki Pemerintaihowhsi NTB, sesuai
ketentuan website milik SKPD menjadi sub domaini ddomain utamé&’
Namun, ada beberapa fitur dalam website tersebutg yharus dikritisi
kegunaannya, yaitu:

Pertama,fitur sms centeyang ada di website tersebut merupakan proses
pemborosan penggunaan domain oleh Pemerintah BroMmB. Dikatakan
demikian, karena sejatinya prosa&®s centermemiliki program tersendiri, dan
tentunya masyarakat mengharapkan pras®s centerlangsung dikonfirmasi
melalui nomor pribadi masyarakat, tanpa harus mé&mlebsite.

Kedua, website ini seringkali dijadikan ajangarsisme/pencitraardari
Gubernur dan Wakil Gubernur. Karena pada saat peraggnembuka website
tersebut, pengguna langsung dihadapkan kepada Bbe&gjiatan Gubernur dan
Wakil Gubernur melainkan tidak menyediakan bemausar kegiatan di Provinsi
NTB, atau berita-beritargentmengenai permasalahan yang dihadapi Pemerintah
Provinsi NTB.

Ketiga, keefektifan penggunaan website ini tidak bisa djkau, seperti
beberapa website Pemerintah Provinsi lainnya dorledia yang menggunakan
voting persentase di dalam fitur website bagi pepgw, untuk memberikan
penilaian yang menjadi motivasi pemerintah untuklime apakah website

tersebut antusiasme masyarakat yang mengkonsuntsi inelalui website.

> Laporan PelaksanaaagovernmenSetda NTB 2013Qp.Cit. HIm.5



4.1.3E-ProcurementSekretariat Daerah Provinsi NTB

Selainsms centedan website Provinsi NTB, prograeagovernmenyang
menjadikan relasi antara pihak swasta dan pembridépat terjalin adalah
programe-procurementPrograme-procuremenimerupakan sistem pengadaan
produk barang dan jasa dengan menggunakan me#teoei& (online), dengan
tujuan lebih efisien serta efektif, ataupun menggrapenggunaan tenaga
kerjadalam prosesny4.

E-procurementPemerintah Provinsi NTB secara resmi diluncurkadap
awal Tahun 2012, dan mengalami perkembangan hisggaini yang ditujukan
kepada pihak swasta yang ingin ikut serta berpaass dalam program kerja dari
Pemerintah Provinsi NTB, sepetgéindef’ pembangunan rumah sakit, pengadaan
bantuan pangan non beras, pengadaan drainase pa&agadaan formulir dan
sampul pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 abagai macam bentuk
pengadaan lainny4.

Berbeda dengan website Provinsi NTB yang memberikdormasi
kepada masyarakag-procuremenimembantu pengembangan usaha masyarakat
(swasta) serta membantu pemerintah dalam memberiederensi dalam
melaksanakan program kerja. Adapun prasesocurementPemerintah Provinsi

NTB harus melaksanakan beberapa persyaratan sdisatyait:

“% Dikutip dari laman webhttp://lkpp.co.id// pada Tanggal 09/05/2014 Pukul 22.46 WIB

" Tenderdimaksudkan sebagai perusaahaan-perusahaan petwedng dan jasa yang memiliki
kewenangan untuk mengkuti lelang yang diadakan pkemerintah, dengan mengkuti syarat-
syarat dan peraturan yang dibuat oleh pemerintalaluhgpersaingan antar perusahaan, yang
tentunya nantinya dipilih sebagai pemenang dankeatekan arahan pemerintah.

“8 Dikutip dari lamarweb: Ipse.ntbprov.go.igada Tanggal 09/05/2014 Pukul 23.39 WIB



Bagan 4.2 Prose&-Procuremert Pemerintah Provinsi NTB

Website LPSE Mendaftar sgbagai Log-In §ebagai
PemprovNTB > penyedia ~ ----% penyedia barang
barang/jasa dan jasa
Jika terjadi .kesepakatan, —— e ——
akan diadakan _ _
rtemuan dengan pihal® "~~~ produk barang/jasae ---- dan ketentuan dari
be dalam Web Pemprov NTB

Pemprov NTB

Sumber: Data di Olah (2014)

Jika dijelaskan secara rinci, bagan di atas mahgan bagaimana proses
kesepakatan antara masyarakat (swasta) denganipemelapat terjalin, dengan
metode melalui postingan website serta menginfakaaspihak swasta terlibat
dalam pembangunan daerahnya.

Gambar 4.3 Website LPSHEE-ProcurementPemerintah Provinsi NTB
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Kegiatan e-procurement dalam website tersebut berada dibawah
pengawasan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan BdemsayPemerintal)
serta dicantumkan beberapa situs link lain, untulemmpermudah dan
menginformasikan masyarakat (swasta) untuk mengetsécara lebih detail
sisteme-procurementlapat berjalan, sebagai beriRiit:

INAPROC:Pengumuman Lelang Seluruh Indonesia

SIRUP: Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
E-CatalogueKatalog Elektronik

MONEL: Monitoring dan Evaluagdnline

SDP: Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Secaratilekt

ok owwbhPRE

Programe-procurementgika dikaitkan dengan impementasi keterbukaan
informasi  publik tentunya mencakup implementasi @entah dengan
swasta/G2B (Government to bussines)Dalam hal ini peneliti tentunya
memberikan beberapa kristisi terhadap berjalaeagyeocuremenseperti:

Pertamawebsite ini masih memiliki kelemahan dalam prosasdparansi
lelang tender artinya masyarakat luas, tidak bisa mengaksesmantau
berjalannya proses tersebut, kecuali sebagai peaseder. Keduapihak swasta
masih cenderung bingung dalam mengaksgsocurementni, karena dalam
website tersebut masih banyak fitur-fitur yang memgbngkan penggun&etiga,
kendala pertemuan tidak langsung yang kurang maksmmembuat para tender
masih malas untuk mengakses kerjasama melalui teelobandingkan bertemu

langsung kepada pihak Pemerintah Provinsi NTB.

49 LKPP merupakan lembaga pusat yang berfungsi sepaggawas LPSE (Lembaga Pengadaan
Secara Elektronik) dari setiap SKPD di Pemerintabvidsi seluruh Indonesia. Lembaga ini
menyediakarcall centeruntuk mengantisipasi beberapa kekeliruan atauldgsahaman dalam
proses kerjasama Pemerintah Daerah dan pihak sve®sta menyediakan postingan mengenai
peraturan dalam bentuk SOP yang bisa di downloaukudipelajari sebelum bertransaksi.

*° Dikutip dari lamarwebhttp// Ipse.ntbprov.go.idéada Tanggal 09/05/2014 Pukul 23.50 WIB



4.2 Media Massa Lokal Provinsi NTB

Keterbukaan informasi publik di setiap daerahndioinesia, tentunya tidak
terlepas dari beberapa aspek yang membantu tde@ahya informasi, publikasi,
dan komunikasi antar pemerintah dengan masyarakatdgspek tersebut,
merupakan elemen penting yang mengarah kepada meisa dan membantu
pemerintah dalam melancarkan kebijakannya. Sedanglkaia massa lokal yang
ada di Provinsi NTB, sama seperti halnya media adssnnya, mampu
mempengaruhi opini masyarakat sebagaimana pendapanastuti (2012)
dibawah:

“Media begitu memenuhi keseharian hidup kita, yéampa disadari akan
kehadirannya dan juga pengaruh-pengaruhnya. Medeanberi Informasi,
menghibur, menyenangkan, kadang mengganggu kitaelsetutnya media
massa berporos kepada masyarakat dengan membeifamasi yang
bukan hanya aktual dan faktual tetapi memiliki nitanggung jawab
sosial.”™*

Setelah meninjau dari beberapa penelitian yarakakian oleh peneliti di
Sub Bagian Pemberitaan dan Komunikasi Setda Pid\inB, ada beberapa jenis
media massa lokal yang turun langsung membentulkupgrulan forum
wartawan pemprov, dan forum tersebut merupakansakase para pers/wartawan
dari berbagai aliansi media massa lokal di Provii$B untuk dipermudah
mengakses berita maupun informasi langsung daraliepaerah (Gubernur dan
Wakil Gubernur) melalui Bagian Humas dan Protokdieberapa media massa

tersebut disimpulkan dalam tabel 4.1 sebagai betiku

*! Rini Darmastuti.Op.Cit HIm.43

*2 peneliti memilih media cetak dan medialine sebagai relasi dari perwujudan korelasinya
dengane-governmentuntuk menyingkronkan kegiatasms centerdengan media cetak, serta
website Provinsi NTB dengan medialine nantinya. Media cetak dipilih karena mudahnya akse
dari masyarakat untuk mengkonsumsi berita setiaipys sedangkan medinline dipilih agar
menyelaraskan dan memudahkan akses dari masyanak#t mengkonsumsi informasi dari



Tabel 4.1. Jenis Media Massa Lokal di Provinsi NTB

Online Cetak
lombokita.com* Lombok Post*
antaranews.com NTB Post
lombokpos.co.id Radar Lombok
ntbprov.go.id* Suara NTB
lomboknews.com Koran Sindo

lomboktoday.co .id Radar Mandalika
mataramnews.com Radar Sumbawa
sasak.org Radar Tambora

Ket: *: Media yang dipilih dalam relasi e-governmen
Sumber: Data Primer di Olah (2014)

Beberapa jenis media massa lokal di atas, memangjlikickeunggulan
masing-masing dalam proses publikasi dan cara j&imeereka. Namun peneliti
memilih 2 (dua) macam media, baik dari media etekk, cetak, hingga media
onlinedalam membantu peraagovernment.

Ke-2 (dua) media tersebut adalatmbokita.condan Lombok Post karena
dilihat dari perspektif penggunaan, ketersediaakupan, serta relasi terdekat
antara Pemerintah Provinsi NTB melalui FWP. Sejmihmedia massa lokal
yang aktif bekerjasama dengan pihak Setda ProMmnBi juga merupakan seperti
yang telah tergambarkan di atas, dan memiliki pat#m gaya yang berbeda
dalam mempublikasikan Informasi. Dibawah ini akgeldskan mengenai media
massa lokal yang memiliki akses kerjasama/relasirgnihak Pemerintah Provinsi

NTB melalui FWP dan melalui akses progrargovernment

gadget pribadi, serta tidak menghilangkan unsuakama dari 2 (dua) media ini dengan korelasi
implementasi dar-governmengsms centedan website) Setda Provinsi NTB.

*3 Data dan Arsip, Sub Bagian Pemberitaan dan Konashi&etda Provinsi NTB

* Website ntbprov.go.id tidak masuk dalam daftar media massa lokal NTBmum
penempatannya sudah termasuk dari pembaleagamernment.

> Kemitraan yang terjalin antara Pemerintah ProuMiEB dengan media cetak Lombok Post dan
media online Lombokita.condimaksud untuk mempermudah prosegovernmentdari Setda
Provinsi NTB dapat berjalan dengan mudah. Aksegvernmenyang terbatas dapat dibantu
dengan program media massa lokal tersebut melablikasi-publikasinya kepada masyarakat
yang sebelumnya progragagovernmentersebut juga belum diketahui oleh masyarakat.



4.2.1Lombokita.com

Lombokita.com merupakan media massa lokal pertama di Provin® NT
yang kemunculannya berupa medidine (dengan menggunakan media internet)
secara utuh, dan menyebarkan berita-berita mengeoainsi NTB dengan akses
yang sudah terbilang cukup mudah untuk saat_.minbokita.conjuga merupakan
lembaga swasta yang bergerak di bidamgjlding, dan dari segi media,
Lombokita.com didirikan terhitung dari Tanggal 18 November 2Q&#hg lalu,
serta dalam kurun waktu dekat ini akan mempromasikajalah mingguarf.

Lombokita.conyang bekerjasama dengan pihak Pemerintah Pra\ifi3i
juga tentunya memiliki akses untuk mempermudah aragat yang mengunjungi
laman website tersebut ke Ilaman website ProvinsiB Nyaitu dengan
disediakannyaspace pada bagian kanan untuk membuka langsung website
Provinsi NTB. Peneliti juga memilihombokita.conmsebagai medianline karena
media massa ini adalah media massa yang utuh damlikngoenyebaran yang
luas (jejaring sosial:Twitter dan Facebook serta wartawannya juga sudah
terdaftar sebagai anggotaFW/P

Selain itu, ada beberapa fitur-fitur yang diunggnl olehLombokita.com
Beberapa berita-berita di luar kabar dari pulau hoknjuga terselenggara untuk
dikonsumsi kepada masyarakat yang mengunjungi lamvabsite tersebut.
Diantaranya seperti prioritas utama, seperti fiitkonomi, Bisnis, Saintek,

Peristiwa, Wisata Kuliner, Gaya Hidup, dan sebagaif

% Wawancara dengan Zul Fahmi (Wartawan laparganbokita.corppada Tanggal 24/01/2014
Pukul 14.00 WITA

*" Forum wartawan pemprov bersifat non formal damafildari keanggotaan PWI (Persatuan
Wartawan Indonesia) yang merupakan persatuan ddreérbpa wartawan dan pers di seluruh
Indonesia.

*8 Dikutip dari laman webhttp://lombokita.compada Tanggal 24/01/2014 Pukul 11.00 WITA



Gambar 4.4 WebsiteLombokita.com
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Namun ada beberapa program dari website tersghng dirasa peneliti
cukup baik dalam mewujudkan keterbukaan informadalip, di Provinsi NTB.
Adapun program tersebut sebagai berfRut:

1. Pilkada dan PemiluProgram ini memberikan informasi mengenai kabar
dari Pemilihan Umum Kepada Daerah, dan Pemilihanutdmdi
Kabupaten, dan Kota di Provinsi NTB. Selain itu,odtam ini
menjelaskan beberapa berita seputar Partai Polliikgga Dewan
Perwakilan Daerah.

2. Kampus Kita: Fitur ini menjelasakan mengenai beberapa kabar dari
seputar pendidikan, kreatifitas dan kegiatan skaai, hingga
mahasiswa/mahasisiwi di Provinsi NTB. Beberapa tdemengenai
kondisi seputar sekolah dan perguruan tinggi diviled NTB juga
menjadi senjata dari program ini.

% Proses kinerja publikasiombokita.contidak hanya dengan membuka laman website nya saja
melainkan proses berita disalurkan dengan menggungkrantara postingan media di jejaring
sosialTwitter danFacebook.

%0 Lihat http://lombokita.com//



3. Khazanah:ika pulau Lombok terkenal dengBnlau Seribu Masjidfitur
ini sangat bermanfaat dalam memberikan informashgaeai liputan
keagamaan, hingga kegiatan penunjang rohaniahtskigpetan haji setiap
tahunnya, peringatan Maulid Nabi, hingga kegiatamd®k Pesantren
yang terkenal sangat luas penyebarannya di Pulmbbk.

4. Blog Warga: Dalam fitur ini, masyarakat yang mengunjungi wabsi
Lombokita.com diberikan kesempatan untuk mempromosikan blog
mereka, dengan ketentuan blog tersebut berupa maginformasi
penting, menarik, hingga patut untuk dikonsumsi yaeskat secara
umum. Pengunjung web hanya memposting di bagian Blog Warga
dengan mencantumk&amail serta Blog yang akan di publikasikan gratis.

Dalam membaca proses kerja dari medidine Lombokita.comyang
masih tergolong media yang baru di Provinsi NTBiglé memberikan beberapa
analisis dalam penyelenggaraan program ini selisegikiut:

Pertama,terkait dengan wawancara peneliti dengan Bagianajéamen
Lombokita.commedia massa ini kepemilikannya secara utuh daimgin oleh
M. Zainul Majdi (Gubernur NTB). Dari hal tersebigntunya media massa ini
cenderung menjadiren centerpencitraan Gubernur NTB demi menciptakan
berita dan informasi yang cenderung baik (jauh kiamtra pemerintah).

Kedua, berbeda dengan website Provinsi NTB yang memilikioin
komentar dane-mail langsung yang disediakan masyarakat untuk mersgkrit
berita yang diposting, dalam kenyataannya hal betsédak disediakan oleh
pihak Lombokita.comHal ini mengurangi campur tangan masyarakat yamyadn
bisa mengkonsumsi berita dan informasi saja tadpayafeedbackangsung.

Ketiga, mengenai proses perkembangan media massa ini gaggdng
masih sangat muda, masih ada beberapa perbaikaailer yang perlu
dilaksanakan, seperti melakukan beberapa survey genan pembaca.
Kekurangan terhadap proses keterlibatan masyaddam media ini, hingga

proses kepemilikan saham yang menjadikan medmaediia yang tidak netral.



4.2.4 Lombok Post

Jika melihat dari kesuksesan Lombok Post dalamjademangganan
masyarakat dalam pengetahuan mengenai informaarigdedri, beberapa anak
perusahaan dari Lombok Post saat ini sudah mulagoasai media massa lokal
khususnya di Provinsi NTB, seperti Radar Lombokd&aSumbawa, Radar
Tambora, Radar Mandalika, maupun Lombok Post FMga&lmedia elektronik.

Keberadaan Lombok Post dibawah naungan Jawa Posp Gnenjadikan
media cetak ini sebagai mitra dari pemerintah PIHOVNTB secara langsung.
Dapat dicontohkan dalam menyalurkan kegiaisgovernmentsms center
Pemerintah Provinsi NTB, Lombok Post didaulat sebagnedia yang
menyalurkan jawaban langsung dari Gubernur NTB #apaara penggunsms
center di Provinsi NTB yang diposting langsung setiapi leenin di Koran
Lombok Post, dalam bentuk Gubernur NTB Menjawab.

Gambar. 4.5 Koran Lombok Post Edisi 22 Februari 204
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Sumber: Observasi Penelitian Lombok Post (2014)

®1 Dikutip dari laman webhttp://lombokpos.co.idpada Tanggal 22 Februari 2014 Pukul 11.24
WITA



Menelisik isi dari harian Lombok Post, ada bebar&ifur seperti halnya
beberapa media massa yang mengandalkan prograrkamereik menjadi ujung
tombak berkembangnya media massa dan memiliki nde@bagian besar
masyarakat. Beberapa fitur tersebut dijelaskangseeerikut:

Tabel 4.2 Fitur Lombok Post yang tergolong dalam Usur Keterbukaan Informasi

Publik
Fitur Isi
Menjelaskan beberapa berita seputar politik di POVNTB,
Politika baik Pemilu, Pilkada, KPU, Partai politik, hinggddrmasi dari

Dewan Perwakilan Daerah.
Ekonomi dan Menjelaskan beberapa berita seputar ekonomi damsbc

Bisnis NTB maupun skala nasional.
Beberapa postingan opini atau pendapat masyaradikt,atas
Opini nama instansi, perguruan tinggi, hingga tingkat dpikan
menengah.
Beberapa berita utama yang tgdate (khususnya
Metropolis pemerintahan) dalam skala lokal atau dikhususkangerei

berita Provinsi NTB.
Berita mengenai pemerintahan Provinsi NTB, khusasny

NTB beberapa SKPD maupun Dinas, hingga informasi pejaba
pejabat (seperti mutasi, dsb).
Hukum dan Informasi seputar permasalahan hukum dan krimdsal, berita
Kriminal mengenai penahanan seputar Provinsi NTB.

Kota (Mataram, | Informasi umum mengenai kabar dari Ibukota Kabupaten
Bima, Praya) dsb | Kota di Provins NTB.

Berita mengenai perkembangan pendidikan di ProJy\EB,
baik profil sekolah/perguruan tinggi maupun perrasnnya.

Pendidikan

Sumber: Harian Lombok Post Edisi Rabu 22 Febrzér 4)
Dalam surat kabar harian yang memiliki 26 halarmmanLombok Post

juga tidak hanya tersedia dalam bentuk media cetgk, tetapi dalam bentuk
online dengan isi maupun bentuk yang sama seperti haleszentukhardcopy

Koran ini juga dirasa cukup efektif oleh penelitalam membawa unsur
keterbukaan informasi publik, karena berita yangajikan merupakan berita
secara umum, dengan adanya unsur komersil, agaa messa tersebut terlihat

lebih merakyat, dan penggunaan bahasa yang muntemgerti.



Dari proses penelitian yang dilakukan, terdapala pbeberapa proses
kinerja dari Lombok Post dalam kegiatan keterbukadiarmasi publik yang
masih menjadi polemik sebagai berikut:

Pertama, terkait dengan beberapa kepemilikan saham PT. S\asa
Media Pratama (Lombok Post) yang salah satunyalikirieh Biro Ekonomi
Setda Provinsi NTB, Lombok Post skttinguntuk tidak menyuguhkan beberapa
berita atau informasi yang menyudutkan Setda PsoWi B. Kedua,terkait pula
dengan keberadaan forum wartawan pemprov yang udikeileh salah satu
wartawan dari Lombok Post, pihak media massa imtdhngkan mengenai proses
penyebaran dan informasi mentah dari Bagian HuraadPdotokol Setda Provinsi
NTB yang kemudian menjurus kepada proses pembuseata Lombok Post
yang lebih efektif dari beberapa media cetak maumadia lainnya.Ketiga,
mengenai beberapa fitur untuk menilai dan mengkriinerja pemerintah yang
ditujukan kepada masyarakat, media massa ini semgaumemiliki fitur yang

lebih jelas, baik dari segi proses dan maksudtdpran kritisi tersebut. ***



BAB V
RELASI DAN PENCAPAIAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN PROGRA M
E-GOVERNMENT DENGAN MEDIA MASSA LOKAL

Seperti yang telah dijelaskan pada babds®lumnya, penelitian yang
berjudul PeranElectronic Governmentlan Relasi Media Massa Lokal dalam
Keterbukaan Informasi Publik ini tentunya memilgeébanyak 2 (dua) rumusan
masalah utama untuk dipecahkan dan dibahas sewgargional dengan bahasa
akademis.

Pertama mengenai relasi, hubungan, ataupun kerjasama raanta
Pemerintah Provinsi NTB dengan pihak beberapa mmdissa lokal di Provinsi
NTB, baik berbentuk program-program yang dirancangypun perjanjian yang
tidak secara langsung tertuliKedug yaitu mengenai pencapain efektifitas
penggunaan program-program desgovernmenyang disajikan oleh Pemerintah
Provinsi NTB yang disandingkan dengan beberaparanegrogram maupun
siaran unggulan yang disuguhakan oleh media madsd i Provinsi NTB
melalui gaya serta ciri khas mereka tersendiri.

Pada bab 5 (lima) ini, akan dibahas secara tum@sgenai rumusan
masalah tersebut, terkait dengan beberapa implasigmtogram, hingga sejauh
mana keberhasilan Pemerintah Provinsi NTB untuk c@eninkan UU No.14
Tahun 2008 tersebut, dengan relasi yang dijalimranmedia massa lokal di
Provinsi NTB. Peneliti jJuga nantinya akan membaimeshgenai permasalahan-
permasalahan umum yang dihadapi oleh PemerintalwvinBroNTB dalam

keterbukaan informasi publik.



5.1 Relasi Pemerintah dan Media Massa Lokal dalamrBses Publikasi dan
Informasi

Menurut Tamburaka (2012) media massa sangat sdikagtkan dengan
beberapa pendapat, yaitu diantaranya merupdkamsuh dari pemerintah
karena kinerja dan tugas dari media massa sendirupakan alat kritisi dan
kontrol dari kinerja pemerintah hingga penghimpuspimsi dari masyarakat.
Pers yang diposisikan sebagai orang yang mampu eregapuhi dan mendoktrin
pemikiran dari masyarakat untuk semakin kritis ohalmengawasi kebijakan,
kinerja pemerintah serta sekedar tanggap terhaglagnkimpinan pemerintahnya.

Namun, dalam hal yang telah dijelaskan di atajiaamassa juga memilki
unsur positif mengenai hubungan atau relasinya atertigberapa pemerintahan
daerah, seperti mudahnya akses informasi dalamnjaenkinerja pemerintah.
Hubungan tersebut dapat terjalin dikarenakan masfa tujuan yang nantinya
akan didapatkan baik dari pemerintah, media madaa, masyarakat dalam
menyelenggarakan publikasi mengenai informasi,tdgehingga kebijakan dari
pemerintah daerah melalui hubungan yang berlangsung

Pemerintah juga melalui relasinya dengan mediasendokal memiliki
kewajiban dalam mewujudkan hak-hak dari masyardkldm mengembangkan
sistem informasi khususnya untuk mengelola kepgatinpelayanan publik.
Tentunya, hal tersebut nantinya akan dapat membmzentaliti di dalam memberi

jawaban mengenai relasi antara pemerintah dengdimmeassa lokal.

%2 Apriadi Tamburaka.Qp.Cit, HIm.63



Berbicara mengenai keterbukaan informasi publk, bawah ini
merupakan bagan kerjasama yang terjalin antar aeae8KPD di Provinsi NTB,
dengan beberapa media massa lokal, sebagai b&tikut:

Bagan 5.1 Skema PengawasdfrGovernmentdan Media Massa Lokal NTB

PPID NTB w

!

Setda Provinsi NTB w

v v v

Sub.Bag.Pemberitaan Bag.Kesekretariatan Forum Wartawan

dan Komunikasi dan PDE Pemprov NTB
e | e
Yoy | Lombok Post -+
Website Gubernur NTB !
iguinsi NTB . Lombokita.com «--
v
Sms Center e-procurement
Keterangan: ------ : Relasi

....... » : Pengawasan
—> : Pengelolaan

Sumber : Data Primer di Olah (2014)

Seperti bagan yang telah dijelaskan di atas, |pien@aenjelaskan secara
detail bagaimana relasi yang terjalin antara be&RD di Provinsi NTB, hingga
bagian yang mengelo&governmentian media massa lokal sebagai berikut:

a. Dishubkominfo NTB melalui PPID merupakan lembagagyanemiliki
tugas untuk mengawasi jalannya kinerja dari Setdaiisi NTB khusus
dalam kegiatan penyaluran sistem informasi pulgiklikasi informasi
pemerintah kepada masyarakat.

b. Setda Provinsi NTB yang dalam hal ini merupakanblaga di atas
beberapa bagian yang menyelenggarakaigovernment memiliki
tanggung jawab untuk mengawasi berjalannya progmargram e-

® Badan Pengawasan disusun secara urut melalui g@mbertinggi yang bertugas untuk
mengawasi jalannya keterbukaan informasi publikPdovinsi NTB, hingga lembaga yang
menjalankan, dan mengelola unsur-unsur serta imgiéasi dari program keterbukaan informasi
publik kepada masyarakat.



governmentsecara langsung melalui beberapa bagian, yaituaBag
Humas dan Protokol dan Bagian Kesekretariatan @dh P

c. Sub Bagian Pemberitaan dan Komunikasi bertugaskum@&mposting
beberapa informasi kepada masyarakat dalam bentrikadberita
mengenai kegiatan Kepala Daerah, maupun Sekref@aatah, hingga
SKPD Provinsi NTB, sedangkan Bagian Kesekretariatiam PDE
bertugas untuk menjawab beberapa pengakses centebekerjasama
dengan Gubernur NTB langsung dalam proses penjansaba.

d. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, foruntamen pemprov juga
memiliki ikatan langsung dengan Bagian Humas daotoRol dalam
mempermudah akses berita secara langsung. Bebesapawan/pers
yang tergabung dalam forum tersebut bekerjasamgadeSub Bagian
Pemberitaan dan Komunikasi untuk menjalin relasir agendapatkan
kemudahan dalam mendapatkan informasi untuk behereggia massa
lokal.

e. Media massa lokal yang diwakili oleh pihak forumriggvan pemprov
tersebut, tentunya dengan sangat mudah untuk nrenjlasi nya
dengan pihak Pemerintah Provinsi NTB. Bebeapa myalg terdaftar
diantaranya Lombok Post, danmbokita.com.

Bagan 5.1 tersebut merupakan bentuk kerjasamabederapa SKPD
dengan media massa lokal di Provinsi NTB, baik das®gi pengawasan hingga
implementasi langsung dari media massa kepada na&ksyamelalui relasi antar
pemerintah dan antar media massa lainnya. Dapdashkian pula bahwa di dalam
bagan tersebut terdapat SKPD Dishubkominfo ProwtiEB atau PPIB yang
berfungsi mengawasi berjalannya kegiatan sisterornmdsi publik yang di
jalankan oleh Sekretariat Daerah Provinsi NTB nueklgovernment

Tentunya Pemerintah Provinsi NTB dalam menjaliasiedengan pihak
media massa lokal, memiliki sumbangsih mengenaa,cgaya, serta ciri khas
yang berbeda di dalam menyelenggarakan unsur kégah informasi publik

kepada masyarakat di Provinsi NTB.

® PPID adalah singkatan dari Pejabat Pengelolarrdsr Daerah yang di bawahi langsung oleh
Dishubkominfo. PPID adalah lembaga pemerintah yaegiliki SOP, Pergub, dan SK Gubernur

yang bertugas untuk mengawasi jalannya Sistem rirder Publik (SIP) dan keterbukaan

informasi publik di setiap Provinsi maupun Kabupéteta.



5.1.1 Proses dan Bentuk Relasi Pemerintah dengan ila Massa Lokal

Mengenai bentuk dan proses kerjasama pemerintaglademedia massa
lokal di Provinsi NTB, tentunya media massa lokanmiiki substansi dan cara
yang sudah pasti berbeda dengan media massa laidal@i dapat dibuktikan
dengan tingkat kerjasama dan relasi yang dibentuéira Pemerintah Provinsi
NTB dengan berbagai media massa tersebut sepeditgkah dijelaskan pada sub
bab di atas. Proses kerjasama meliputi beberapgrgmeprogram atau ikatan
kerjasama yang menuju kepada implementasi informlasgsung antara
pemerintah dengan media massa lokal melalui pragyam

Sedangkan bentuk kerjasama antar dua belah pileakbahas mengenai
bagaimana bentuk relasi atau hubungan lembagadtemnsengenai implementasi
yang nantinya akan di lanjutkan ke dalam prosesbert. Dalam menelaah proses
dan bentuk kerjasama tersebut, peneliti membagisat satu media massa lokal,
dengan membedakan beberapa bentuk kerjasama dpragas kerjasama yang
dijalin antara media massa dengan Pemerintah Rid\irB, sebagai berikut:

a. Bentuk Kerjasama
Bentuk kerjasama dalam hal ini menjelasakan spbe@uh relasi yang

terjalin antara media massa lokal tersebut dengameRntah Provinsi NTB.
Relasi tersebut juga tentunya menjadi tolak ukursgs kerjasama nantinya akan
terjalin dalam berbagai bentuk, seperti programgutan, dialog, maupuspace
dari pihak media massa untuk Pemerintah ProvinsB.NBentuk kerjasama

tersebut, sebagai berikut:



Tabel 5.1 Bentuk Relasi Pemerintah Provinsi NTB degan Media Lokal melalui

Forum Wartawan Pemprov NTB®

Forum Wartawan Pemprov NTB
Intensitas Kunjungan
Status ke Bag.Humas dan
Protokol Setda NTB

Media Massa Bentuk Relasi

» Sebagai mitra dalam
meneruskan informasi  dayi
Bagian Humas dan Protokol

Pemerintah  Provinsi NTB Memiliki satu orang
Lombok Post melalui media cetak. Terdaftar | P€'S untgk stand-_by
» Menjadi mitra  Pemerintah setiap hari dan melihat

Provinsi NTB disebabkan isu yang terdapat
kepemilikan sebagian sahgam
dari pihak Pemperintah Provinsi
NTB kepada Lombok Post.

» Sebagai mitra dan pers yang
aktif dalam  menjembatani
beberapa peliputan infoami
serta kegiatan dari Pemerintah

Lombokita.com| Provinsi NTB melalui media Memiliki satu orang
online. Terdaftar | pers untuk wajibstand-
» Sebagai partner dari pihak by setiap harinya

Pemerintah  Provinsi  NTB,
dikarenakan saham dari medi
ini  murni  dimiliki  oleh
Gubernur NTB.

)

Sumber : Wawancara dengan Informan (2014)

Tabel di atas menjelaskan bagaimana bentuk kerfsgang terjalin
antara kedua belah pihak adal®ertama sebatas mitra yang meneruskan
informasi dari pihak Pemerintah Provinsi NTB kepadeadia yang bersangkutan
dengan cara, dan proses mereka masing-masingkéedlia,karena kepemilikan
saham melalui Biro Ekonomi Setda Provinsi NTB dasisten |l Setda Provinsi
NTB menjadikan media cetak ini sebagai media mbdsd yang dipercaya oleh

Pemerintah Provinsi NTB sebaddarket Share.

%5 Wawancara dengan Kusmayadi (Ketua Forum WartawampPov NTB) pada Tanggal
24/02/2014 Pukul 16.00 WITA dengan penjelasan mesigldrum wartawan pemprov dibentuk
pada tahun 2009 yang merupakan perkumpulan angtpstawartawan/pers dari media massa
lokal di Provinsi NTB. FWP sendiri bukan lembagamé namun hanya untuk mempermudah dan
menjalin relasi antar wartawan maupun wartawan a@emihak Pemerintah Provinsi NTB. Forum
ini juga menjembatani percepatan proses publikasiteb yang nantinya akan dipublikasikan
melalui perantara pers tersebut kepada media merelsing-masing, dengan perjanjian tidak
langsung (sebatas tidak saling merugikan kedudn tpéteak).



b. Proses Kerjasama

Setelah dijelaskan mengenai bentuk kerjasamaadi aklanjutnya akan
dibahas mengenai proses kerjasama antara PemeRntainsi NTB dengan
media massa lokal terkait. Proses kerjasama tersefmliputi penyesuaian
terhadap objek-objek kesesuaian terhadap jenis cdaa dari masing-masing
media massa tersebut. Proses kerjasama diranglauai skengan program media
massa tersebut sebagai berikut:

a. Lombok Post: Pertama, Proses kerjasama berbentuk disediakannya
spacékolom untuk progransms centeitGubernur NTB disebelah pojok
kanan atas dari media cetak terséBitedua,dengan terbentuknya FWP,
beberapa wartawan saling bertukar informasi/datangerai beberapa
berita terkait, misalnya: meminta foto acara tdrlka&pada Sub Bagian
Dokumentasi dan Perpustakaafetiga, beberapa media cetak terkait
(termasuk Lombok Post) memberikan langganan koepada Pemerintah
Provinsi NTB, melalui Sub Bagian Pemberitaan damioikasi.

b. Lombokita.com: Pertama, proses kerjasama tersebut berbentuk
disediakannyaspacékolom untuk sub domain website resmi Provinsi
NTB dalam websiteLombokita.comtersebut disebelah kanan. Hal ini
dimaksudkan agar mempermudah para pengunjung \websit
Lombokita.comuntuk senantiasa mengunjungi website Provinsi RfTB.
Kedua, terkait dengan media cetdkulletin NTB BerSaingyang setiap
bulannya diterbitkan oleh Bagian Humas dan Protakelalui Sub Bagian
Pemberitaan dan Komunikadiombokita.commenjadi partner sebagai
media massa yang menerbitkan dan mencetak bulietsebut setiap
bulannya’®

Proses dan bentuk diatas di buat oleh penelitissedengan wawancara
yang terjalin dengan para informan, serta pembel@a yang diberikan oleh para
informan sudah sesuai dengan porsi dari beberapameassa, yang menjalin
relasi dengan Pemerintah Provinsi NTB melalui Sw#gi&8 Pemberitaan dan

Komunikasi serta Bagian Humas dan Protokol Setdsiifsi NTB.

% Muhtar HaboddinGubernur NTB Menjawaldogjakarta: I1GI, 2012, HIm.5

®7 Lihat http://lombokita.com/

® \Wawancara dengan Agung (Bagian Manajerhembokita.co pada Tanggal 24/01/2014
Pukul 14.00 WITA



5.1.2Sms Centerdalam Menjembatani Partisipasi Masyarakat Kemda
Pemerintah
Programe-governmenpertama yang paling diunggulkan oleh Pemerintah

Provinsi NTB adalatsms centerSeperti yang telah dijelaskan di atasis center
memiliki peran serta andil yang penting di dalammyatenggarakan keterbukaan
informasi  publik dan menjembatani serta mengkritisegiatan-kegiatan
pemerintah, baik dalam bentuk kinerja-kinerja SKRnsparansi, informasi,
hingga sebatas komentar mengenai proses kepemimganaGubernur NTB.

Sms centememang dicetuskan oleh Gubernur NTB terhitungkspgda
Bulan Desember 2008 yang I&fliNamun, dalam implementasinya, tidak semulus
apa yang telah diperhitungkan. Dalam pembahasartemu akan dijelaskan,
prosessms centetersebut dalam menjembatani komunikasi antara anakat,
dengan Pemerintah Provinsi NTB, khususnya GubeddiB. Selain proses yang
efisien, dengan mengirimkan sms (pesan pendek)atengenggunakan telepon
seluler pribadi kepada Gubernur NTdns centejuga menjadi pilihan utama bagi
semua kalangan usia masyarakat di Provinsi NTB.

Namun, di dalam isi dari proses tersebut, tentditgk semua masyarakat
yang menikmati program ini, memiliki permasalahdauakritikan yang sama.
Peneliti tentunya membedakan jenis-jenis dari lagieer permasalahan/

penyimpangaf! dalam isisms centesebagai berikutt

% Data dan Arsip Bagian Kesekretariatan dan PDEjaSRtovinsi NTB

ditujukan oleh masyarakat ataupun beberapa pegaadi SKPD di Provinsi NTB yang
mengaksesms centerKarena sebagian besar isi dams centeini merupakan penyimpangan
yang dilakukan oleh beberapa pegawai SKPD atath&ehteluhan negatif dari para masyarakat,
maka penyimpangan tersebut dibagi menjadi bebearagterkelompok, dan memiliki perbedaan
masing-masing.

" Laporan Pengaduan Masyarakat mel8ims Cente013, Bagian Kesekretariatan dan PDE.



Tabel 5.2Kriteria Isi Sms CentelPemerintah Provinsi NTB

Kriteria Isi Sms
Penyalahgunaan Wewen:
Pelayanan Sosial Masyarakat dan Ur

Korupsi dan Pungutan Li
Kepegawaian dan Ketenagaker|
Pertanahan dan Peruma
Hukum/Peradilan dan HA
TatalLaksana dan Regul:
Kewaspadaan Nasion
Lingkungan Hidu

Kritik, Saran dan Masuki
Jawaban/Tanggapan Peje
Tanggapan atas Jawaban Ad
Konfirmasi Abse|”

Undangan antar SKF

Gubernur NTB, Bagian
Kesekretariatan dan PDE
SKPD/Dinas terkai

Sumber: Data dan Arsip BagiKesekretariatan dan PDE (2014)
Grafik 5.1 Rekapitulasi Jumlah Kriteria Isi Sms CenteiTahun 201:

Rekapitulasi Sms CenteTahun 2013

0.11%

1.10%
1

0.25%
1.38%
0.22%

0.04%

0.29%

M Penyalahgunaan Wewenang

H Pelayanan Sosial Masyarakat
dan Umum

M Korupsi dan Pungutan Liar

H Kepegawaian dan
Ketenagakerjaan

M Pertanahan dan Perumahan

M Hukum/Peradilan dan HAM

M Kewaspadaan Nasional

M Kritik, Saran dan Masukan

M Lingkungan Hidup

M Jawaban/Tanggapan Pejabat

i Tanggapan atas Jawaban
Admin

i Konfirmasi Absen

i Undangan Antar SKPD

Sumber: Data dan Arsip Bagian Humas dan Protokil4;

2 Konfirmasi Absen dimaksudkan sebagai beberapa sang ynasuk dari beberapa peje
SKPD/Dinas Provinsi NTB sebagai konfirmasi kehatlifeetidakhadiran yang tidak melalui izi



Data di atas menunjukkan beberapa sms yang mepjaditas adalal
konfirmasi absen, pelayanan sosial masyarakat damm, dan kritik saran ser
masukan dari para pengguna. Peneliti juga mewawanmandapat dari penggu
sms centesebagai berikL"

“...Sms enter memang gampang digunakan, dan efisien, kasadah
bisa dijangkau dari handphone kita sendiSelain itu masyarakat bis
berkomunikasi langsung kepada pemerintahnyekurangan yang perl
dibenahi mungkin balasan yarkita tunggu dari Peprov memaka
waktu yg sedikit lama, karena harus menunggu sarhpsi senin atat
sekitar satu minggu.. (0812572*****)

Grafik 5.2 Jumlah Rekapitulasi Sms Masuk dan KeluarSmsCentel Tahun 2013

Rekapitulasi Sms Masuk & KeluarSms Cente2013
3500
3000
2500
2000
1500
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500
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Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des

M SMS MASUK | 2129 | 1588 | 1697 | 1805 | 2214 | 1489 | 1440 | 1087 | 1294 | 1092 | 995 | 1243

B SMS KELUAR | 2989 | 1744 | 1840 | 2228 | 1933 | 1464 | 2696 | 1293 | 2099 | 1957 | 2220 | 2366

Sumber: Data daArsip Bagian Humas dan Protokol (2()
Selain beberapa data mengesms centesetiap bulannya di Tahun 20!
peneliti juga menyajikan data sms masuk dan smsakelari Tahun 20(-2013

sebagai berikut:

3 Informan dari wawancara tersebut berdasarkan n-nomor yang pernah mencses sms
centerdan kemudian ditampung oleh Bagian Kesekretaridtam PDE. Nomor dari Informe
tersebut juga dirahasiakan sesuai derSOPsms centedari Bagian Kesekretariatan dan Pl
Proses peneliti dalam melaksanakan wawancara deimjamman adalahmenggunakan sms
langsung kepada masyarakat pengguna, dengan nmekeyiri pertanyaan mengenai kepua
penggunaan prograrems cente dan beberapa kritik atas kekurangan yang ditujukepade
pengelolasms center.




Grafik 5.3 Jumlah Sms Masuk dan KeluarSms CenteiTahun 2009-2013

Jumlah Sms Centedari Tahun 2009-2013
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Sumber: Data dan Arsip Bagian Kesekretariatan da 2014)

Data di atas juga menunjukkan total keselurubars centerbaik sms
masuk dari para masyarakat maupun sms keluar, yalianyakl8.073 selama
Tahun 2013. Sms keluar terlihat lebih banyak dikakan kegunaan program
tersebut juga diperuntukan dalam Konfirmasi Absan Undangan antar SKPD.
Jumlahsms centesetiap tahunnya terus meningkat dari saat pelancdir Tahun
2009 @.381sms), 2010 §.966sms), 2011 2.250sms), dan 2012 6(416sms).
Program ini terus meningkat seiring dengan mudalakges dan efisien waktu
dalam penggunaanny?.

Data tersebut menggambarkan intensitas kegusraancenteyang pada
awal berdirinya menjadi alat komunikasi antar measlyat dan pemerintah, pada
Tahun 2013 lalu memperlihatkan fakta yang negalbnfirmasi absen
menunjukkan sms keluar lebih banyak dari sms yaaguiy hal ini dikarenakan
beberapa pegawai SKPD yang tidak masuk kerja ddipantau dan terkontrol

melaluisms center.

" Wawancara dengan Sena Puja (Kepala Sub Bagiar| $tamt LPSE Setda Provinsi NTB) pada
Tanggal 24/01/2014 Pukul 10.00 WITA



Adapun beberapa pengaduan penyimpangan di atas adilen)

pembagian alur dari jawaban/balasan dari pemerirkapada masyarakat

penggunams centedibedakan menjadi beberapa bagian, sebagai bétikut

Bagan 5.2 Proses AlulSms Center

Sms dari Nomor tujuan Bag.Kesekretariatan___ﬂ
masyarakat 081139130 & PDE :
A |

PDE <----- Pertanyaan Umum<-_-_i

| Sangat Penting dan |

Gub coood B W

) Iernur . Mendasar N

' Penyimpangan :

Inspektorat  ¢----- S

e ¥ SKPD S

SKPD terkait = <----- Pelayanan Umum <-----

Sumber: Data Primer di Olah (2014)

Proses dari altsms centetersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

. Sms yang dikirimkan masyarakat, baik di dalamnyalajeat jenis/isi
penyimpangan maupun laporan diarahkan dan ditujlegada nomor
yang telah disediak&dB811391300.

. Sms yang telah masuk ke nomor tersebut, kemudiatandpung oleh
Bagian Kesekretariatan dan PDE Setda Provinsi N&Bagai admin
(pengelola) darsms centedan website Provinsi NTB.

Bagian Kesekretariatan dan PDE membagi beberapdangaan,
komentar, kritik/saran (isi dari sms tersebut) kigpaihak terkait. Bagan
di atas juga menunjukkan ada 4 (empat) instansg ytmun tangan
langsung, yakni PDE mengurusi pertanyaan umum, Glubernur
mengurusi beberapa permasalahan yang sedang mémjading topic

Selanjutnya Inspektorat mengawasi sms yang begisyimpangan yang
dilakukan SKPD di Provinsi NTB, dan terakhir SKPDemgurusi
kepentingannya masing-masing terutama dalam pedayaublik.

. Dari beberapa Instansi tersebut tentunya memilikh slomain yang
tersambung langsung kepada Bagian PDE. Balasaebtgrdentunya

> Wawancara dengan | Gede Aryadi (Kepala Bagian I¢etariatan dan PDE Setda Provinsi
NTB) pada Tanggal 23/01/2014 Pukul 10.00 WITA



dikembalikan kembali kepada pengelstas centetersebut untuk dibalas
kepada nomor penggureas center(masyarakat) dengan 3 (tiga) cara
seperti yang telah dijelasakan sebelumnya (baldsagsung, website
Provinsi NTB, maupun media Lombok Post) untuk memib&erjalannya
program tersebut.

Contoh isi darisms centeryang dikirimkan oleh masyarakat tersebut
sebagai berikuf®

Gambar 5.1 IsiSms CenteGubernur NTB Menjawab

SMS CENTER - 0811 391 300

gubernur
Menjawab

SMS dari 62818*«+***** _ 03

Nopember 2011

Assalamualaikum wr.Wh.Pal

gubernur,mohon kirax pak gub
untuk mMmembuat perda mengenai
acara nyongkolan,di mn kt bs
merasakan macetx jalan klau ada
acara trsbt,di tambah Ig dngn
pemudax de] urakZan di
jln,sehingga nntx dpt terjadi
perkelahian antar pemuda.sekian
trm kasih.

Jawaban Gubernur NTB

Saya setuju nyongkolan perlu pengaturan untuk
mewujudkan ketertiban dan keteraturan, insya allah saran
saudara akan menjadi masukan dalam penyvusunan
regulasi, sesungguhnya saat ini telah ada pemikiran kearah
itu, termasuk di kabupaten & kota, terima kasih

Sumberntbprov.go.id2014)

Jika dikritisi secara lebih mendalam, dari bebardata yang tersaji di
atas, seperti hasil rekapitulasi sms masuk danakgbada Tahun 2013, serta
beberapa jenis isi sms, peneliti menyimpulkan kegieerhal yang menjadi titik
lemah dari berjalannya prosa®is centetersebut sebagai berikut:

Pertama, Data mengenai rekapitulasi sms keluar pada Tali8 2li
setiap bulannya berjalan stabil dan meningkat, dangneninggalkan pertanyaan
keefektifan sms masuk atau respon dari masyarakaj girasa cukup kurang.

Sms mengenai konfirmasi absen yang sejatinya mlkampams mengenai

® Gubernur NTB MenjawabDikutip dari laman web:http://ntbprov.go.id/ pada Tanggal
24/02/2014 Pukul 17.00 WITA



kehadiran serta konfirmasi undangan rapat yanginiikan ke SKPD lainnya,
menjadikan tanda bahwams centerbukan lagijembatan komunikasi antar
masyarakat dan pemerintah, melainkan antar perabrgaja.

Kedua, Rekapitulasi sms yang masuk pada Bulan Mei 2013,
mengindikasikan bahwa pada bulan tersebut diadgkamlihan umum kepala
daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) Provinsi NTéBg menjadikan adanya
peningkatan mengenai aspirasi masyarakat (baikrassplangsung terhadap
penyelenggaraan pemilu yang kondusif, kepada kepadde&rah, hingga
penyelenggaraan pemilu yang diwarnai kecurangatdlane&iriman laporan ke
sms centedari masyarakat.

Ketiga, jika kita lihat mengenai data penggwras centedari tahun sejak
diluncurkannya pada Tahun 2009 sebanyaB81 sms lalu di Tahun 2010
sebanyak6.966 sms dan di Tahun 2011 turun menj&d250 sms, maka akan
menimbulkan tanda tanya dari pihak Pemerintah RsoMNTB sendiri. Hal ini
dapat dikritisi dan menimbulkan alasan bahwa intagaspenggunams center
menurun, atau terdapat beberapa kejanggalan lgertseburuknya pelayanan
sms center rendahnya intensitas jawab dari pemerintah kepadayarakat,
hingga penggunaasms centeyang hanya digunakan antar SKPD saja.

5.1.3 BeritaOnline Sebagai Bentuk Transparansi Informasi Kepada
Masyarakat

Kegiatan masyarakat pada era globalisasi ini temturdak luput dari
penggunaan sarana elektronik terutama akses ihtekkses tersebut memiliki
peran yang cukup penting bagi masyarakat khususagamasyarakat kalangan
menengah ke atas. Dalam hal ini, peneliti akan nadésxab bagaimana proses dari

pengguna internet tersebut bisa membantu masyam&iam mewujudkan



transparansi mengenai akses informasi mengenamkdjuberita, kebijakan,
hingga publikasi yang diterbitkan oleh Pemerintatvinsi NTB.

Website Provinsi NTB seperti yang telah dijelaskaebelumnya
merupakan sarana bagi para masyarakat untuk méngen mengupdate berita
seputar informasi yang terbaru mengenai kegiatgmatan dari Gubernur, Kepala
Daerah, hingga beberapa SKPD lainnya di ProvinsBNBerita dan informasi
tersebut di posting dan-dpdatesetiap harinya oleh Sub Bagian Pemberitaan dan
Komunikasi serta Bagian Kesekretariatan dan PDHeSetovinsi NTB.

a. Website Provinsi NTB
Gambar 5.2 Berita Website Provinsi NTB“Core Even Bau Nyale”

BEERITA NTE BEERSAING - PROVINSI NUSA TENGGCARA BEARAT

Core Even Bau Nyale

= W

Core Even Bau Myale yang diaws=li dengan parade Karnawval Festival Putri Mandalika yang
berlangsung =ore harinya bertempat di Selatan Hotel Movotel Loteng. Yang dihadiri
Mentari Parikanan dan Kelautan Bpk. Syarif Cicip Sutardjo didamping wakil Gubernur NTE,
H. Muh. 2Amin SH, M.5i dan Bupati Lombok Tengsh, HM. Suha=sli F.T (Kuta-Loteng., 13/2)

Ratusan ribu orang memadati area pesisir pantai Seger, Desa Kuta, Kabupaten Lombok
Tengah. Musa Teggara Barat untuk mengikuti tradisi tahunan Festival Bau Nyale. Para
pesarta juga menggunakan pakaian asli suku sasak sebagai syarat pelaksanaan tradisi
tehunan tersebut.

Bau Myale merupakan tradisi menangkap nyale semacam cacing laut yang bervarna-warni,
vang juga merupakan tradisi turun temurun warga suku asli Lombok "Sasak" wuntuk
mengenang sejarah Putri Mandalika. Untuk penyelenggaraan disebut dengan "Core Even
Bau MNyala",

Sumberntbprov.go.id(2014)



b. Website PPID Provinsi NTE

Gambar 5.3Berita Website PPID Provinsi NTB“Training Mekanisme

Pengolahan Informasi dan Dokumentasi”

WEBSITE RESMI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

anan Informagi Gallery

Training Mekanisme Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

Details Pubinhed Dale Wonen By Super User  Category. Barita: Hite 107 A =

= —-—

‘Kegiatan Training mekanisme pengeiclaan informasi dan dokumentasi bagi Pejabat Pengeicla Informasi
= I=F e ¥ dan Dokumentasi beriangsung 3 hari, yang dibuka resmi Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan
‘?""“::m--w::mfd—nnm!omuse Prov NTB. Kegislan ini kerjasama Pemerintah Daersh dengan Perwakilan Auystralia-

alam sambutannya, Kadishubkeminfo Drs. Agung Hartono, M.STR menyatakan Traning mekanisme
pengelolaan informasi dan dokumentasi di Provinsi NTE aksn diapaparkan Narasumber berbagai
maleri yang menyangkut peran penting PPD dalam pelayanan informasi alur pelayanan informasi
publii; simulasi pelayanan informasi publc pengisian daftar informasi publi dan kiasifikasi informasi public

*Semua ini dilkhiiarkan uniuk kelancaran penerapan aplasi yang akan mengedepankan penyediaan, pengelahan dan pelayanan
informasi updating dengan prinsip cepal, mudah dan akural” ungkap Agung

Kegiatan ini akan memberi wawasan lebih bagi PPD dimasing-masing satuan kerja kedinasan dalam tata cara pendokumentasian,
pengarsipan informasi memahami prosedur sengketa informasi serts simulssi sengketa informasi pada level badan public,
tentunya akan memberi nilai lebih bagi peseria traning

Dengan demiian. masyarakat akan mudah mengetahul informasi dan memanfaatian informasi tersebut, sedangkan badan publik
akan membantu proses pengumpuian, pendokumentasian, pelsyanan dan pelaporan hasi pelayanan informasi yang menadikannya
lebih cepat dan efisien. komsi informasi akan mendapatkan laporan hasié pelayanan informasi secara mudah dan praktis
(Dishubkominfo-Humas NTB)

Sumberppidntbprov.go.i

PPID merupakan Pejabat Pengelola Informasi dan mDektasi yakn
lembaga di bawah naungan Dishubkominfo Provinsi Ny&hg memiliki
kewenangan, kewajiban, serta tanggung jawab dalamnurppulan
pendokumentasian, penyimpanan, serta distribusgeren pelaynan informasi
publik di lingkungan Pemerintahan Provinsi NT1Sama seperti halnya webs
Provinsi NTB, website PPID ini dikelola langsunglDishubkominfo Provin:

NTB untuk menginformasikan kegiatan Pemerintah iPOWTB.



Grafik 5.4 Rekapitulasi Pembaca Berita WebsitéProvinsi NTB

Rekapitulasi Pembaca Berita Website Provinsi NT
dalam kurun waktu 10 hari
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Tegakkan Kerjasama Jaga Pariwisata Lemhanaskan
Kedaulatan  Multi Sektor Kondusifitas NTB Salip Bali Daerah dan
Negara Daerah Daerahkan
Lemhanas

Sumber: Data Primer Olah (2014)

Peneliti juga mengutip beberapa pendapat akaderakultas Hukun
Universitas Mataram mengenai kenugaan welntbprov.go.iduntuk menamba
kritik mengenai efektifitas prograe-governmensebagai beriku

“....\ebsite jug punya peran yang pentingalau bicara permasalah:
pelaksanaarketerbukaan informasi publik di Provinsi NTkarena website
ini punyabanyak prograr dan fituryang unik. Masyarakat tidak glu lagi
membaca é&ran, cukupbuka saja web inidan membaca berita yang
update, dan biaya yang cukup murah dan bisa dijangtari gadget Kit:
sendiri....”""

Peneliti menyajikan beberapa data mengenai pembacida website
ntbprov.go.id melalui pemantauan secara langsung kepada lamarntensgbu
dengan membandingkan jumlah pembaca pada bebeegia Hdalam kuru

waktu 10 (sepuluh) ha’®Analisis peneliti mengenai data tersebut sebagikte

" Wawancara dengan Khotibul Islam (Ketua Laboratorkiukum, Fakultas Hukum Universit
Mataram) pada Tanggal 29/01/2014 Pukul 19.00 \

"8 Dari survey beberapa jenis berita tersebut, pémedisih kesulitan terhap beberapa jer-jenis
beritaserta dilaksanakannya penelitian langsung kepad@aBaesekretariatan dan PDE senc
survey mengenai berapa pembaca setiap harinygyepemgujung website, tidak dilakukan. H
tersebut menjadikan pemerin masih kesulitan dalam mengembangkan website ter



Pertama,dari ke-5 (lima) berita di atas, merupakan beraagylangsung
dari narasumber M. Zainul Majdi (Gubernur NTB) daremiliki komposisi
berita/informasi yang paling banyak dalam laman welsebut. Dikatakan
demikian, karena foto daunpdate berita merupakan semua kegiatan Gubernur
ataupun Wakil Gubernur saja, bukan dari beberapgals&tau Dinas lainnya. Hal
ini mengindikasikan seakan-akan website dibuat kunhengetahui kegiatan
Gubernur saja, tanpa ada informasi-informasi pgriimnya.

Kedua,data di atas menunjukkan berita yang paling bamlyaknati oleh
para pengunjung website adalah berita mengenawiBata (201 Pembaca)
dibandingkan berita politik atau tata regulasi penteahan yang hanya di bawah
(175 pembaca). Hal tersebut seakan-akan menjatikagarakat hanya menyukai
berita mengenai pariwisata, dan website dibuat dasgbagai kewajiban saja
sesuai SOP dari Gubernur NTHBetiga, mengenai jenis-jenis berita dalam
website tersebut masih tidak terkelompokkan ke ndaterbagai jenis, seperti:
Berita Ekonomi, Politk, Pembangunan, atau Budayas#dagainya, menjadikan
pembaca masih tergolong bingung dalam mengkonsjanisi-jenis berita yang
tidak disesuaikan.

5.1.4 Implementasi Relasi Pemerintah dan Pihak SwisMelalui Program
E-Procurement

Jika dilihat dari bagan alur pemikiran pada bab eébetumnya, e-
procurementerdapat pada relasi pemerintah dan pihak swidstaun, pada sub
bab ini, peneliti akan menjelaskan alasan mengapsaepe-procurementuga
memiliki sedikit peran terhadap kerjasama pihak stawadengan pemerintah
melalui fitur-fitur yang terdapat di dalam websiiESE, secara spesifik sebagai

berikut;



Gambar 5.4 Publikasi Informasi Lelang E-Procuremen

Kode Lefang 1612037
Nama Ledang PENGADAAN FORMULIR DAN SAMPUL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014
Keterangan
Tahap Lelang Saat ini
Agency
Satuan Kerja
Kategori
Metode Pengadaan e-Lelang Sedeshana Metode Kialifisasi Pascaluaifikasi
Metode Dokumen Satu File Metode Evaluasi Sestem Gugur
Anggaran 2014 - APBM
Nilal Pagu Paket Rp 2.098.049.000,00 Nétal HPS Paket R 1.178.702.927,00
Jenis Konbrak Cara Pembayaren Harga Satuan
Pembebanan Tahun Anggaran Tahun Tunggal
Sumber Pendanaan Pengadaan Tunggal
Kualifkasi Usaha Perusahaan Kecl
Lokasi Pekerjaan H. Langko Momor 17 Mataram - Mataram (Kota)
* [ Usaha
Tijin Usaha i
SIUP, TDI/ Surat Tjin Industri di bidang percetakan. izin usazha industri | tanda daftar industri (TDI) di bidang percetakan kualifikasi
WECIL, dikeluarkan cleh instansi pemerintzh yang berwenang dan masih beriaku
* Telsh melunasi kewash

Sumber: Ipse.ntbprov.go
Pada gambar di atas, dapat dilihat bagaimana prbdténg /jasa dala

mempromosikan dan meyakinkgpemerintahyang nantinya ditujukan kepa
lembaga KPU di Provinsi NTBSeperti yang telah dijelaskan sebelumne-
procurementmemiliki fungsi dalam menyikpi partisipasi masyarakat dan a
transparansiFungsi tersebut memiliki manfaat dan sumbangaitu;

Tabel 5.3Relasi PemerintahProvinsi NTB dan Swasta melalui PrograrrE-

Procurement

Partisipasi Masyarakat/ Swasta

Transparansi

« Tersedianya kolom pertanyaan pad

website LPSE  tersebut, sehing
masyarakat/ pihak swasta kepac
pemerintah dapat mempermuc

komunikasi antar kedua belah pif

» Semua pihak swasta dapat mempos
produk barang/jasa mereka tat
dipungut biaya, namun harus mengik
prosedur yang jelas.

» Dalam website LPSE ini juga disediak
fitur Pendaftaran Pelihan Penyedia
Panitia, maupun Auditor oleh berbaga
kalangan.

ae Masyarakat maupun pihak swasta d:
memantau berjalannya pelelangan

melihat pengumuman pemenang lel
tanpa menggunakdag-in.

Dalam website LPSE, juga disediak
link terkait dengarPengumuman Lelar
Nasional yang merupakan informa
lengkap terkait proses lelang selu
Indonesia, dan memudahkan p
pengguna untuk mengetahui inform
lelang dalam skala nasial

Sumber: Data di Olah (201




Gambar 5.5Kolom Pertanyaan Website LPSEE-ProcurementPemerintah
Provinsi NTB

Cari Pertanyaan atau Jawaban Frequently Asked Question

B kenapa pas tiang kirim pada lupa paswor selaly munoul emor
H Silahlan Bapak/Thu/Saudara Mengirimkan Emmor yang terjadi ke Email Helpdesk LPSE NTB dengan alamat
emall helpdesk-ipse@ntbprov.onid atau helpdesk Ipsentb@gmail com. Terima Kasih.
Kirim Pertanyaan B SAYA MENDAFTARKAN PERUSAHAAN SAYA DI LPSE PROV. NTB BARL KEMARI INI UDAH SEMINGGU
. SAYA MENGIKUTI TENDER KENAPA PAS SAYA MAU BUKA UNTLE TENDER BERIKUTNYA TIDAK BISA
Pertanyaan yang diajukan khusus LOGIN
Desielians congall Rengeal Eae) Pastikan User ID dan Password yang digunakan benar. apabila saudara lupa password, siahian gunakan
dan Jasa. fasilitas lupa password pada menu login penyedia,
W Dalam Mengupload Penawaran, Apakah dokumen perusahaan semuam@ harus diupload atau culaup

BeE R etk dengan isian kualifikasi pada SPSE saja, agar tidak memberatkan sistem.. mohon penjelasan
Dolumen Perusahaan dapat diulpoad pada menu Data Penyedia. Silahkan Saudara mengundulh petunjuk
e - tata cara penggunaan SPSE bagi Penyedia. Terima Kasih.
Email Pengirim B Kami ga bisa login dengan pesan salah User 1D dan Password sementara di Ipse propinsi lain kami ga
bermasiah mohon penjelasan
e Pastikan Wiser Id dan Password vang digunakan benar. Apabila Penyedia Lupa Password sifahlan gunakan
» L

fasilitas lupa password pada menu penyedia Terima Kasih,

B bagaimana cara merubzh alamat perusahaan? barusan daftar tapi salah ketik alamat
Séiahkan Saudara Ubah pada Menu Data Penyedia. Terima Kasih

B dimana alamat kantor Ipse provinsi Tjika sudah dapat user id dan passwil. apa bisa di pakad jega di dinas
kabupaten 7.
Yth. BapakS 1bu Agus Nuri
Account LPSE dapat digunakan di LPSE seluruh Indonesia, dengan catatan LPSE tempat bapak daftar
tersebut telah melakudan Agregasi ke LKPP, sehingga apabila sdh memilikd wser pasword di LPSE provins,
dapat digunakan di LPSE Kabyf Kota

Sumberipse.ntbprov.go.i

Beberapa pemaparan mengenai fitur dari website LRibEatas
menunjukan beberapa proses kerjasama yang tesyatiama pihak swasta denc
pemerintah terselenggara atas tipe ree-governmenberdasarkan unsur bist
yang nantinya berfungsi untuk memku program kerja Peerintah Provinsi
NTB dalam penyelenggaraan infrastrukur maupun pel@ay barang maupun je
untuk kepuasan masyarakat di Provinsi N

5.1.5Capaian Tipe RelasiPemerintah, Media Massa Lokal én Masyarakat
Dalam sub bab ini, beberapa proses relasi yany tjalaskan di ata

dapat disimpulkan dengan menggunakan 3 (tiga) maigenrelasie-government
secara umum. Relasi tersebut antara G2B (Government to ussines) G2C
(Government to iizen' dan G2G (Government toayernmen:.’® Secara urut,
peneliti akan menjelaskan beberapa penjelasarsi yang terjalin antar

Pemerintah Provin®ITB, media massa lokal, dan masyarakat sebagéiuh

" Richardus Eko Qp.Cit. HIm.42



1. G2B (Government to Bussines)

Government to bussinedalam penelitian ini dimaksudkan sebagai
Pemerintah Provinsi NTB menggunakan praktigovernmentintuk bekerjasama
dan menjalin relasi dengan unsur bisnis atau mktkuyenempatan saham.
Namun artian bisnis tersebut merupakan kepadapsregang saham, maupun
perusahaan, juga pada relasi pihak swasta mewujugkagram kerja dari
pemerintah. Hal tersebut dibuktikan dengan:

a. Adanya saham yang dimiliki oleh Sekretariat DaeRabvinsi NTB
melalui Kepala Biro Ekonomi dan Asisten Il Sekadddaerah Setda
Provinsi NTB, kepada PT. Suara Nusa Media Prataediancetak
(Lombok Postf?

b. Program e-procurementyang disajikan oleh Bagian Kesekretariatan
PDE dapat membantu pihak swasta untuk bekerjasaalamd
mengembangkan proses pembangunan seperti Infrasthdk produk
barang maupun jasa melalui website LPSE.

c. Terkait mediaonline Lombokita.comyang kepemilikan sahamnya
dimiliki oleh Gubenur NTB sendiri, menjadikan medi@ sebagai
patnevmitra bisnis antara media dengan Pemerintah PsoMmB.

Dengan pemaparan 2 (dua) hal di atas, relasi petabrdengan media
massa lokal di NTB menjadikan terselenggaranya tglasi G2B di Setda
Provinsi NTB lebih terjalin solid.

2. G2C (Government to Citizen)
Government to citizemimaksudkan sebagai jalinan relasi antara pihak

Pemerintah Provinsi NTB dengan masyarakat, melgtagram e-government
yang diciptakan Pemerintah Provinsi NTB dalam mergpeuhi beberapa
kebijakan dan proses komunikasi antar kedua beladkpTipe relasi ini juga

memiliki penjelasan alasan sebagai berikut:

8 Wawancara dengan Alfian Yusni (Pimpinan Redaksnhok Post) pada Tanggal 20/02/2014
Pukul.15.00 WITA



a. Sesuai dengan Pergub NTB No0.20 Tahun 2008, tegggeanya
programe-governmenfsms centedan website) pada akhir Tahun 2008
lalu, yang dimaksudkan sebagai perantara antareenpaah untuk
menjalin  komunikasi dan pendistribusian informasiep&da
masyarakat!

b. Beberapa aspek kelembagaan yang terkandung d&&G ini,
menjadikan beberapa Dinas seperti: PPID dan InspktProvinsi
NTB menjadi lembaga pengawas dari berjalannya proge-
governmentdari Setda Provinsi NTB terkait beberapa penyetgaa
informasi baik §ms centedan website) untuk dilaporkan kepada Dinas
tersebut.

c. Terkait dengan konsepetworking governancelari Wayne R.Leach
dalam penelitian ini yang mengacu kepada 3 (tigaek Pemerintah,
media massa, dan masyarakat, peneliti menggunaksur Top-Down
dan Bottom-Up sebagai relasi pemerintah kepada masyarakat dan
masyarakat kepada pemerintah.

Dengan berjalannya tipe relaSRC seperti yang telah dijelaskan di atas,
diharapkan relasi yang terjalin antara pemerintah chasyarakat dapat berjalan
seimbang tanpa mengurangi posisi masyarakat sepagdimat dan pelaksana
kebijakan, dan pemerintah sebasfaikeholder

3. G2G(Government to Government)

Government to governmemtimaksudkan untuk menelaah relasi antar
pemerintah di Provinsi NTB melalui prograre-government G2G juga
dimaksudkan agar memperlancar hubungan antar peaterdaerah maupun
kepada pemerintah pusat. Analisis rel@lG pada penelitian ini antara lain,
sebagai berikut:

a. Sms centedibentuk bukan hanya untuk menerima sms masukpdaa
masyarakat kepada pemerintah, melainkan fursgss centerlainnya
adalah menyebarkan undangan kepada Dinas/SKPDy#aidnProvinsi
NTB mengenai acara, hingga undangan rapat darirtGube

b. Hubungan yang terjalin antara Bagian Humas daroRobSetda Provinsi
NTB dengan PPID Dishubkominfo NTB mengenai pengenmntasian

81 SOP Data dan Arsip Sub Bagian Pemberitaan dan Kikasi Setda Provinsi NTB



publikasi akses informasi, dan pengawasan menjadigasi antar Dinas
dapat terjalin dan terkoordinasi secara baik.

c. Prosessms centersejatinya tidak hanya melibatkan pihak Humas dan
Protokol serta Kesekretariatan dan PDE saja, melairproses tersebut
bisa disebarluaskarfofward menurut isi dari sms yang masuk kepada
Dinas/SKPD yang bersangkutan. Hal tersebut memadiielasi yang
terjalin serta aspek komunikasi antar pemerintahidrovinsi NTB dapat
berjalan.

Dari beberapa tipe relasi di atas, dapat disimrgulkroses relasi yang
terjalin antara pemerintah, media massa lokal dasyarakat untuk mewujudkan
unsur keterbukaan informasi publik sudah terjaenghn seimbang. Dari sub bab
sebelumnya juga telah dijelaskan bentuk kerjasgmases, maupun berbagai
bentuk programe-governmentdan media massa lokal, serta data-data yang
langsung diperoleh pemerintah dan media massa sekampat.

5.2 Efektifitas Penggunaan Progrant-Governmentdan Media Massa Lokal

dalam Keterbukaan Informasi Publik

Setelah menjelaskan mengenai relasi di atas, paglarbselanjutnya akan
dijelaskan mengenai ukuran efektifitas atau mengskjauh mana program dari
pemerintah melalue-governmentiengan media massa lokal untuk mewujudkan
keterbukaan informasi publik di Provinsi NTB.Secanaum, pengaruh efektifitas
serta cakupan dalam penyelenggaraan program tentdimylai dari seberapa
besar dan baiknya perantara tersebut pada kongofosinasi dan kebutuhan
mengenai komunikasi dengan masyarakat. Pemaparaigema pentingnya
efektifitas diselaraskan dengan pendapat inforneagai berikut:

“...Menjelaskan mengenai efektifitas dan melihat kegpuiggogram e-
government dari pemerintah memang cukup sulit,ebénl beberapa
masyarakat ingin kalau semua informasi maupun rehdapur pemerintah
sekalipun harus dibeberkan kepada publik. Terlek#iau media ikut turun
tangan pada proses publikasi informasi dari beberagormasi yang tidak
boleh di publish, pasti menimbulkan beberapa pemam baru. Usutan



mengenai UU No.14 Tahun 2008 yang harus dijalankaasyarakat
memang cukup berat. Tapi, semua bisa diselesaigarepntah kalau patuh
pada aturan dari sistem keterbukaan informasi gultli...” ®

Sebagaimana dijelaskan oleh Khotibul Islam padguraent di atas,
pentingnya mengukur keefektifan penggunaan progreenjadi hal yang sangat
penting. Peneliti juga membahas mengenai rumusasalata ke 2 (dua) ini
dengan menggunakan teori-teori guna membantu aksersa pemahaman
mengenai efektifitas penggunaan progresgovernmentlan media massa lokal
menurut kacamata akademis.

Teori yang ditawarkan seperti yang telah dijelaskada bab 2 (dua) di
atas, merupakan teoreinventing governmerdari David Osborne (1992) yang
nanti akan dijelaskan pada bagian akhir penelitienBerikut akan dijelaskan
secara sistematik mengenai proses penilaian efaktgrograme-governmentian
media massa lokal melalui bagan seperti dibawiah in

Bagan 5.3 Skema Efektifitas Program Keterbukaan Inbrmasi Publik

Efektifitas Program w . o
A — Website Provinsi NT

l > e-government P
Teori Reinventing o] Sm: Cente
Government )
—> Lombokita.cor
Media Massa Lokal —
—> Lombok Pos
v
Inovasi, Partisipasi : . . Praktik Program
Rakyat, Kemitraan, plariabel RETTEISS. }47 Keterbukaan
dan Transparansi BRemnmer Informasi Publik

Sumber: Data Primer di Olah (2014)
Skema efektifitas disusun untuk mempermudah penatialam

menjelaskan proses pengukuran efektifitas dariraragersebut sebagai tersebut:

8 Wawancara dengan Khotibul Islar@p.Cit



Pertama, efektifitas program dilihat dari kacamata teoriavVidi Osborne
yaitu reinventing governmenyang menjelaskan ukuran aplikasi yang efektif
untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dengaeberapa unsur
pembentuk.Kedua, teori tersebut diaplikasikan kepada 2 (dua) progrdaama
dalam penelitian ini, yaite-governmentlan media massa lokal serta dilihat dari
bekerjanya program tersebut untuk mewujudkan tEmasEi mMaupun
akuntabilitas dari pemerintah dalam unsur keterbokeformasi publik yang
dalam hal ini direalisasikan atas relasi denganianedssa lokal.

Ketiga, adalah tujuan utama dalam bagan tersebut adalalguken
efektifitas, serta kepuasan masyarakat terhadagragro keterbukaan informasi
publik. Ukuran yang akan digunakan, yaitu variaBafi indikator reinventing
government® Maka dari itu peneliti menggunakan unsur pembentlzki
efektifitas untuk mengimplementasikan keterbukadarmasi publik di Provinsi
NTB tidak luput dari teori yang membantu menjawalmusan masalah yang
disajikan dalam penelitian ini.

5.2.1 Membaca Keterbukaan Informasi Publik dalam Rlevansinya

Terhadap Beberapa Aspek Pendukung

Dalam membahas mengenai keterbukaan informasi ikpulproses
informasi, komunikasi, maupun akuntabilitas yandalse dihadapkan kepada
pemerintah tidak semerta hanya membahas hal-lssbier. Proses hukum yang
mencantumkan UU No.14 Tahun 2008 di dalam hal enittnya tidak boleh
dikesampingkan dan dijadikan pegangan semata. Sirg#ari perkembangan

undang undang tersebut sangat diharapkan oleh peateruntuk meraih

8 variabel dariindikator reinventing governmemherupakan beberapa variabel dari indikator-
indikator lain yang dikelompokkan menjadi beberapagian, untuk mengukur efektifitas
penggunaan program tersebut yang tentunya bersudaheeorireinventing government



kesuksesan serta membuahkan hasil yakni terwujudogal governancelan
clean governmerit'

Peneliti menjelaskan keterbukaan informasi publiklalam hal ini tidak
selalu mengaitkannya dengan program-program, maafektifitas penggunaan,
hingga kepuasan masyarakat, melainkan bagaimasaanrsinya terhadap kinerja
pemerintah, hingga konteks-konteks apa saja yangiddleh pemerintah. Kedua
aspek tersebut pada dasarnya dapat terjawab demgédementasi dan kinerja
pemerintah dari UU keterbukaan informasi publikgyandah ada.

Namun, pada kenyataannya, dari wawancara yanku#aa oleh peneliti
kepada narasumber-narasumber terkait (khusunyal&&zagian/SKPD), masih
banyak hal-hal yang perlu dimatangkan hingga keilgaa-kekurangan dalam
pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Pro\Ni8B sendiri.

Keterbukaan informasi publik diposisikan sebagailarp dalam
menyelaraskan program yang dibuat oleh pemerintehgah kebutuhan,
permintaan, serta tuntutan masyarakat. Mengenakeserbukaan, hal tersebut
merupakan akuntabilitas (tanggung jawab) dari jpubilam menyikapi serta
merespon, serta legitimasi dari pemerintah. Jikaadidari beberapa konteks dan

relevansi, dibagi menjadi 2 (dua) bagian, separiigydijelaskan dibawah ifif:

8 Clean governmentdimaksudkan sebagai perwujudan sistematis amaca governancatau
yang kerap disebut pemerintahan yang baik dengaepetahan yang bersih. Pemerintahan yang
bersih dalam hal ini adalah berdasarkan beberapar wari keterbukaan informasi publik seperti
oppenes, transparencglanaccountabilityserta akses demokrasi yang terselenggara.

8 Arie Suijito, Keterbukaan Informasi Publik Pasca UU No.14 Tah@0® Dalam Catatan
Reflektif Jogjakarta: FISIPOL UGM, 2012. HIm.4



a. Aspek Kelembagaan
Aspek kelembagaan menjelaskan kaitan antara asstdari perangkat-

perangkat kelembagaan yang membantu menopang lksbarhimplementasi
keterbukaan informasi publik. Kelembagaan yang #sud juga beberapa SKPD
yang memiliki kepentingan untuk mengurusi kegiata@terbukaan informasi
publik tersebut. Lembaga yang dimaksud dalam haherupakan:

PPID (Pejabat Pengelola Informasi Daerah)

Bagian Kesekretariatan dan PDE Sekretariat Daem@ahri3i NTB
Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah PsomB

Sub Bagian Santel dan LPSE Sekretariat Daerah ri%ia\iT B
Inspektorat Provinsi NTB

Komisi Informasi Provinsi NTB

Serta beberapa SKPD lain yang menggunakan progrgovernment

DIROROIEE SN

b. Aspek Substantif
Aspek substantif mengembangkan peranan-peranaalatndketerbukaan

informasi publik yang sudah berjalan di ProvinsiByTdengan kaitannya pada
beberapa media massa untuk menyampaikan inforoasipublikasi. Kemudian

jenis-jenis dari informasi yang disampaikan oleh mpentah, seperti

pengumuman, himbauan, hingga kebijakan serta tingkmudahan jangkauan
dalam penyampaian publikasi dari informasi tersé&lepada masyarakat.

Kedua aspek dalam menjelaskan penelitian ini, ruweindkan keterbukaan
informasi publik kepada beberapa relevansi darielementasi kegiatan yang ada
di Provinsi NTB dengan faktor yang membantu mendgrselenggaranya
keterbukaan informasi publik di Provinsi NTB. Adapbeberapa alasan dalam
penggunaan program tersebut diharuskan mengukdektéan program untuk

memancing masyarakat dalam merespon informasi aebagkut®®

8 Khotibul Islam,Informasi Publik: Anda Berhak Taiataram: LSBH NTB, 2010. HIm.7



1. Sebagai fungsi kontrol dan pengawasan dari masgatethadap program
e-government yang diselenggarakan Setda Provinsi NTB terkait
kekurangan serta penyempurnaan akses informasil&epasyarakat.

2. Menjembatani Democratic Governmentdalam menyikapi proses
demokratisasi dari aspirasi masyarakat terhadajaken pemerintah.

3. Terkait Open Government,atau pemerintahan yang terbuka dan
transparansi publik, program pemerintah dituntutuknmenjadi akses
yang baik, dalam menyelenggarakan dan menyebarfarmasi kepada
masyarakat.

4. Menyelaraskan UU keterbukaan informasi publik dengaandat dari
konsititusi UUD 1945, Pasal 28 F yang diharapkartukinmampu
membuka tabir gelap informasi publik yang selama ditutupi oleh
pemerintah.

5. Memperjelas dan memudahkan akses informasi kepadgarakat dengan
cepat, mudah, sederhana, serta mudah dijangkau selelna kalangan
masyarakat NTB.

6. Memancing partisipasi masyarakat dan desakan yarg kerhadap
percepatan proses pembangunan daerah (terutamad?idVB) ke dalam
aspek yang mengalami kekurangan, seperti: Perekanpfertanian,dsb.

5.2.2 Program Media Massa Lokal dalam Proses Publési Informasi

Dalam sub bab ini, peneliti selanjutnya akan mamgkan mengenai peran
media massa lokal yang telah menjadi mitaai Pemerintah Provinsi NTB dalam
menyebarluaskan Informasi dan Publikasi. Peraeetsdijelaskan dalam bentuk
program yang diluncurkan dari media massa terseglautg kemudian di
rekomendasikan oleh peneliti sebagai program kekewdmn informasi publik.

Program-program dari beberapa media massa diagagpakan program
yang diunggulkan untuk mengimplementasikan kegidtterbukaan informasi
publik di Provinsi NTB dan tentunya sesuai dengayag serta kualitas dari
karakteristik media massa tersebut. Beberapa prdagsmedia massa lokal
dengan prograne-governmenimengenai relasi antar kedua belah pihak dalam
unsur networking governangedalam unsur pembentuk keterbukaan informasi

publik yaituoppenes, accountabilityantransparencysebagai berikut:



Tabel 5.4 Program RelasE-Governmentdan Media Massa Lokal dalam Unsur

Pendukung KonsepNetworking Governance

Unsur

Program E-Government

Media Massa Lokal

Oppenes
(Keterbukaan)

» Sms centediciptakan bertujuan untu

komunikasi anta
pemerintah  dengan  masyarak
Tentunya jawaban/ balasan d
program ini kepada pengguna dapa
share langsung kepada masyaral
lainnya, dengan 3 (tiga) cara: balag
langsung, website, dan Lombok P
yang mengarah pada unsyipenes.

Di dalam fitur website Provinsi NTH
akan disuguhkan unswppenesyaitu
melalui informasi jadwal
gubernur (kepala daerah), kegiat
Setda maupun SKPD di Provin
NTB, hingga kebijakan yang ¢
tampung dalam beri@nlinewebsite.

memfasilitasi

kegiatan mempermudahnya dengan satu

ke Lombok Postmemiliki relasi yang
r sama dengansms center yaitu
at.mengekspose jawaban dari SKP
ari Gubernur yang dicantumkan dalg
t dikoran yang diterbitkan setiap ha
atsenin.
s@nLombokita.commencantumkan su
DSt domain website Provinsi NTB d
dalam link  tersebut
, ~membantu masyarakat untuk lek
dekat dengan pemerintah deng

ankali klik.
Si
i

Transparency
(Transparansi)

Dengansms centermasyarakat bis
langsung menanyakan ds
mengkonfirmasi mengenai progra

kerja yang sedang dilakukan oleh

SKPD maupun Gubernur.
Mengenai Program Kerja Pemerint
Provinsi NTB
Pembangunan MasjidC di NTB,

masyarakat menemukan transparansy ombokita.com mempublikasikari
pemasukan dan pengeluaran keuangaperita-berita terkait

dari pembiyaan pada laman website melalui jejaring sosial, sehingg

Provinsi NTB.

mengenali

ne Lombok Post yang menjalin
an kemitraan dengan Bagis
m Kesekretariatan dan PD
L bekerjasama dengan uns
| transparansi mengenai posting
jawaban sms center di media
ah tersebut dan tersediangpacebagi
Pemerintah Provinsi NTB untu
mempublikasikan sesuatu.

transparar

memudahkan
mengunjungi laman web mereka

Accountability
(Tanggung
Jawab)

Masyarakat bebas untuk meminta Karena Pemerintah Provinsi NT|

konfirmasi dan menanyakan sesu
serta kritikan menganai tanggu
jawab  Gubernur/ Kepala SKP
terkait, jika terjadi
kekeliruan dalam pelaksana
pemerintahan melalsms center.

Unsur acountability yang terdapate Kepemilikan

pada website adalah fitur layan
publik yang mendasari pertanggu
jawaban mengenai informasi
pelayan publik SKPD Provinsi NTB.

penyimpangan/ terhadap penjembatanan publik

dari untuk

atumemiliki saham padalLombok

D memiliki nilai tanggung jawat

an dari Pemerintah Provinsi NT

kepada masyarakat.

Lombokita.com
an secara utuh dimiliki oleh Gubern
ng NTB, tentunya media ini dituntu
profesional dalan
menjembatani proses publikg

kepada masyarakat.

Sumber: Data Primer di Olah (2014)

b

guna

masyarakat

ng Post media tersebut dituntu untuk
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n
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Penjelasan mengenai relasi seperti di atas mekikagusatu dari dua
rumusan masalah pada penelitian ini sudah terjadatgan menggunakan
pemaparan programe-governmentlan media massa lokal hingga penggunaan
konsepnetworking governanceRelasi tersebut menjadikan Provinsi NTB dapat
terbantu dan memperoleh percepatan hingga prosesdieasa cukup maksimal
dalam implementasi UU No.14 Tahun 2008.

5.2.3 Publikasi Informasi Kepada Masyarakat Sebagai Urgensi

Pelayanan Publik dan Otonomi Daerah

Public Serviced pelayanan publik yang merupakan tugas pokok utama
dari pemerintah, memang menjadikan posisi stratetfia prioritas utama
masyarakat untuk menganggap pemerintah sebagayapelgang baik bagi
mereka. Pelayan juga dimaksudkan untuk mengatas@amnpemerintah sebagai
lembaga penting bagi keberlangsungan kesejahteraayarakat.

Dalam sub bab ini, pelayanan publik dijadikan g@bdandasan utama,
mengapa pemerintah mencipatakan beberapa prograjavernmentdapat
memberikan kualitas pelayanan publik yang prima.beBapa argumen
diungkapkan oleh mantan Wakil Gubernur NTB, mengemgensi pelayanan
publik dalam membentuk proses publikasi informaspdda masyarakat sebagai
berikut:

“Fungsi Pemerintah pada dasarnya, hanya memiliti§a) tugas utama
dalam perwujudan Fungsi Organik Pemerintahan, chasbya adalah
Fungsi Perlindungan, Fungsi Pelayanan, dan FungsinBerdayaan. Dari
ke tiga fungsi tersebut, fungsi pelayanan adalamen terpenting dalam
kegiatan implelemntasi keterbukaan informasi puldiarena memiliki jenis
pelayanan yang berbeda pula, diantaranya adalalayshan administrasi,
pelayanan barang, dan pelayanan ja8a”

87 Badrul Munir, Urgensi Keterbukaan Informasi dan Relevansinya Hagiingkatan Kualitas
Pelayanan Publik Provinsi NTBJataram: Biro Organisasi Setda Provinsi NTB, 2.2



Terkait pemaparan pelayanan publik di atas, temtusudah tidak

diragukan lagi mengenai konsep pelayanan publikgyamengarah kepada

keinginan masyarakat untuk menjalin komunikasi @engpemerintah. Hal

tersebut diwujudkan dengan pelaksanaan otonomiadaddalam menjangkau

otonomi daerah, peneliti menganalisis tujuan otangang diselenggarakan oleh

beberapa media massa lokal tersebut.

Tabel 5.5 Analisis Program Keterbukaan Informasi Piblik dalam Fungsi Otonomi

Daerah

Tujuan Otonomi

Analisis Program Keterbukaan Informasi Publik
Pemerintah Provinsi NTB

Meningkatkan
Kesejahteraan
Masyarakat

* Programe-governmentirancang pemerintah untuk menjalin

komunikasi pemerintah kepada masyarakat melalutorfs
yang lebih modern dan efisien.

Untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat, petagr
mengembangkan relasinya dengan media massa lokal
cenderung lebih menarik perhatian dari masyarakdtku
tanggap terhadap kebijakan, maupun informasi
pemerintah melalui media massa lokal tersebut.

Dengan adanya Partisipasi aktif dari masyarakatkutainggap
terhadap permasalahan serta kinerja pemerintah,a

14

in
ya

dari

mak

implementasi  keterbukaan  informasi  publik  dapat

mengembangkan aspirasi masyarakat kepada pemesgatah

Meningkatkan
Kinerja Pelayanan
Publik

Melalui program e-government pemerintah meningkatka
kualitas dalam pelayanan publik dengan lebih mu
dijangkau, efisien, dalam gapaiannya terhadap malsga
Akses Informasi dan publikasi dalam pelayanan gujga
sudah terselenggara dalam relasi pemerintah dengatia
massa lokal, beberapa SKPD terkait, hingga swastavékili
institusi media massa).

Memaksimalisasi kualitas pelayanan publik terhapleglaku

masyarakat yang seolah-olahusinformasi, dan memberikan

transparansi kepada masyarakat melalui program

dah

governmentlan hasil dari koordinasi dengan media massa




Tujuan Otonomi Analisis Program Keterbukaan Informasi Publik
Pemerintah Provinsi NTB
« Melalui programe-governmenSetda NTB, persaingan antar
Provinsi yang diadakan oleh Kemendagri, menjadikan
Provinsi NTB sebagai Provinsi Peringkat ke-4 techdalam
implementasi keterbukaan informasi publik se-Incie®
* Daya saing menjadikan hubungan koordinasi antar C5KP

Meningkatkan antar Provinsi di Indonesia, khususnya Implementasi
Daya Saing Antar |  keterbukaan informasi publik semakin erat. Confeégawai
Daerah Pemerintah Provinsi NTB mengikuti pelatihan implemasie-

governmenke Setda Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2010.
e Melalui relasinya dengan media massa lokal, Pertadrin
Provinsi NTB dipermudah untuk mengetahui beritafinfasi
terbaru mengenai prestasi-prestasi Provinsi lainnyang
membantu memotivasi kinerja pemerintah menjadhlaltif.

Sumber: Badrul Munir (2012)

5.2.4 Faktor Demokratisasi Dalam Membaca Pencapan Koordinasi
E-Governmentdan Media Massa Lokal

Sehubungan dengan pembahasan utama dalam peneifitiaadalah
keterbukaan informasi publik, tentunya tidak sd&a jpeneliti tidak membahas
mengenai faktor demokrasi yang menjurus kepada analsyt, sebagai tujuan
utama pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugaskanefalam pelayanan

publik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan isi NO.14 Tahun 2008 sebagai

berikut™

“Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip ket&dan, akan tercipta
pemerintahan yang baik dan peran serta masyara&agjtransparan dan
akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu praayaintuk mewujudkan
demokrasi yang hakiki, serta sarana dalam meng@kiam pengawasan
publik terhadap penyelenggaraan negara dan BadahbliRPuainnya dan
segala sesuatu yang berakibat pada kepentingarikpubi

8 Wawancara dengan | Gede Aryadp.Cit

8 Wawancara dengan Sena Puip, Cit

% penjelasan Atas UU No.14 Tahun 2008 Tentéetgrbukaan Informasi PublilBagian Umum.

% Secara tidak langsung dalam pasal tersebut mekgalakaitan antargood governancétata
pemerintahan yang baik) dengan 3 (tiga) unsur utgaii@ tanggung jawab, keterbukaan, dan
trasnparansi. Dan faktor demokrasi merupakan madama dari terlaksanaya unsur-unsur
pembentuk tersebut dalam mengemban istilah yandidardari kata“Demokrasi” sendiri yakni
dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.



Demokrasi dalam menjalankan keterbukaan infornpagilik memang
dinilai sangat penting, karena beberapa unsur dalemokrasi yaitu:Dari
Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyaihg berarti informasi tersebut berasal
dari pandangan serta penilaian masyarakat, lal @kyat berarti rakyat yang
memiliki kapasitas untuk menjalin relasi yang bai&ngan pemerintah demi
tersajinya informasi yang akurat, sedatuk rakyatberarti informasi maupun
kebijakan tersebut disajikan untuk rakyat dan dskonsioleh rakyatitu sendiri.

Argumen tersebut juga diperkuat dengan UU No.32um&2004 mengenai
pemerintahan daerah yang berbunyiefaksanakan kehidupan demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan daer&h'limana pernyataan tersebut dalam
keterbukaan informasi publik.

Tabel 5.6 Faktor Pendorong Demokrasi dalam Efektitias Program Keterbukaan
Informasi Publik

Program E-Government Media Massa Lokal

» Sms centemembuktikan program tersebu# Lombokita.consama seperti halnya Websjte
menjadi program yang selalu memiliki Provinsi NTB yaitu membaca berita harign
“pelanggan” dalam implementasinya online, hamun kelebihannya adalah betfita
mengenai proses demokrasi di Provinsitersebut bisa dshare di media sosial, da
NTB. Hal tersebut terbukti dengan tenus memiliki fitur blog wargasebagai pendorong
meningkatnya persentase pengguna setiagemokrasi. yang berisi berita, informasi,
tahunnya dari masyarakat yang pendapat, saran, maupun kritikan
menggunakan program tersebut. masyarakat yang diposting secara gratis.

» Website Provinsi NTB menyediakan ¢ Lombok Postmenjadi satu-satunya media
posting komentar (melalui beritanline| non elektronik (cetak harian) yang dapat
ntbprov.go.id dan e-mail langsung yang dianalisis programnya dengan faktor
ditujukan kepada SKPD terkait guna demokrasi melalui fiturOpini dan Public
menyampaikan komentar, pertanyaan,Serives Fitur yang dimaksud adalah
pendapat yang merupakan perjalanan danmemposting beberapa opini dari masyarakat,
faktor demokrasi di Provinsi NTB. serta bantuan dari Lombok Post untuk

menyikapi permasalahan pelayanan publik.

Sumber: Data Primer di Olah (2014)

2 Dalam Bab IV Pasal 20 UU No.32 Tahun 2004, menigésas Penyelenggaraan Pemerintahan,
dijelaskan pula beberapa asas yang termasuk dalamsef good governancedan unsur
pembentuk darnetworking governancgaitu: Asas Akuntabilitas, dan Asas Keterbukaansw
Demokrasi juga terdapat pada Pasal 22 mengembarkgkésiupan demokrasi; dan menyediakan
fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;



5.2.5 Transparansi ProgramE-GovernmentTerhadap Korelasinya Kepada
Media Massa Lokal
Pada sub bab sebelumnya, implementesiventing governmengeperti

inovasi: sms centeidan website, partisipasi rakyat, dan kemitraangydiplin
mengenai prograne-governmentlengan media massa lokal, dalam sub bab ini
akan dijelaskan mengenai kegiatan transparansi ichgoiementasi prograne-
governmentdari pemerintah serta hubungan korelasinya denggdia mass&
Transparansi ini dimaksudkan agar masyarakat deqgmbisakan dampak dari
terselenggaranya progragagovernmentlan mewujudkan hak masyarakat sesuai
dengan UU No.14 Tahun 2008 tersebuit.

Adapun implementasi tersebut dibagi menjadi 2 )dalkses, masing-
masing dari program-governmenserta hubungan kemitraan meldtorelasi e-
governmentlengan media massa lokal. Adapun bentuk implersetngansparansi
tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.7 Bentuk Implementasi TransparansE-Governmentdengan Media Massa
Lokal

Sms Center Website Provinsi NTB

» Dalam media cetakombok PostBagian| « Proses transparansi website Provinsi
Kesekretariatan dan PDE melajui NTB dengan medialLombokita.com

program sms center telah menjalin 'It_erihgt b pada laman twekait?
; . .Lombokita.com yang mencantumkal
kerjasama terkait unsur transparansi_. ] ¢ 4 O .
J P situs link dari website Provinsi NTB di

dengan adanya postinggp balasan Smfﬁagian sebelah kanan website. Hal |ini
dari Gubernur NTB sendiri dalaspace| memprmudah  pengunjung  untuk
media cetak tersebut. melihat website Provinsi NTB.

» Unsur transparansi selanjutnya dilihat Melalui persamaan jenis med@nline

pada postingan jawaban dari isims antara Lombokita.com dan website

center pada website Provinsi NTB. Hal Provinsi .NTB’ P trar)sparans?
mengenai informasi mentah (informasi

tersebut  dimaksudkan  agar  para . \ .

| > yang di dapatkan dari Pemerintah
masyarakat yang mengunjungi lamanproyinsi NTB) yang nantinya akan (i
website, dapat mnegetahui isi d&ms| pagikan kepada medikombokita.con
center terkait keluhan dari masyarakat bersifat terbuka. Artinya tidak ada unsur
lainnya. saling menutupi antara kedua meglia
massa ini.

9% Asep Arifin., Op.Cit, HIm.23



Sms Center Website Provinsi NTB
e Lombok Postjuga memberikanspace| « Dengan disediakannya filelownload
kepada Pemerintah Provinsi NTB untuk mengenai data-data/dokumen penting
mempublikasikan atau mengumumkan Menyangkut  Provinsi NTB, unsur

berita/informasi atau kebijakan di dalam JpraraRy GAnFRChage Y Bl

\ . membantu masyarakat dalam unsur
bagian program harian Lombok Post. keterbukaan informasi publik.

Sumber: Data di Olah (2014)

Gambar 5.6 Contoh Postingan Pemaparan mengenai
isi Sms Centepada Media
Massa CetakLombok Post transparansi di atas menunjukkan

Lombok Post & Senin, 26 Movember 2012

£ = bahwa  proses Dberjalannya e-

government sedikit banyak
dipengaruhi oleh campur tangan media
massa lokal yang membantu. Gambar

disamping merupakan perwujudan

e . ot relasi antara e-government (sms

: kall Paympir i
Wmmmw center) dengan media cetakombok
mwwmhrmn

: 5 iy m = - - .
kg o i gl Post dalam programRubrik Aspirasi

pemadaman munckin ada masalan di
Aty kerusakan trafo. Akan dikoordinecikan dengan memposting pertanyaan dan

jawaban dari prograrsms center

Sumber: Lombok Post edisi 26
November 201

Gambar 5.7 Postingan Laman Website Provinsi NTB pa&lLombokita.com

K LOMBOKITA D TR ==

e AAN | ELEL A ) BARNTER RIT A WELATA B VIR ER e LLTEE A

SumberLombokita.cor (2014



BAB VI
PENUTUP

Pada bab 6 (enam) ini, tiba pada akhir dari bag@mcapaian penelitian
yang sudah dilaksanakan dengan membahas 2 (duajsanmmasalah, yakni
permasalahan relasi, dan efektifi@governmentian media massa lokal untuk
mewujudkan keterbukaan informasi publik di ProviN3iB. Sebagai tindak lanjut
dari penelitian yang telah dilakukan, serta seraragk data-data yang telah
diperoleh dari hasil penelitian, tentunya penalkan membahas pula bagaimana
hasil capaian atau kesimpulan, dan rekomendasi lahgrapa kesimpulan-
kesimpulan serta temuan-temuan yang telah didapadkai analisis rumusan
masalah yang ditawarkan dalam penelitian mengeeteéribukaan informasi
publik. Beberapa hasil capaian dan rekomendasi difglaskan sebagai berikut:

6.1 Kesimpulan

Hasil Capaian dalam sub bab ini dimaksudkan, untakjelaskan apa saja
yang telah dicapai dari beberapa pembahasan lmlydrag telah dijelaskan
diatas, terhitung dari penulisan proposal penelifeelaksanaan penelitian, hingga
dalam proses penulisan penelitian ini dilaksanakarena penelitian ini terdiri
dari 2 (dua) rumusan masalah yang berbeda, mald@itpemembagi hasil capaian
menjadi 2 (dua) bagian, dan dijelaskan sebagéakiteri

6.1.1 Capaian Relasi Pemerintah dan Media Massa Lak

Capaian relasi dimaksudkan untuk membahas bebéesgplacapaian dari
berlangsungnya relasi antar kedua belah pihak, ateramalisis-analisis yang
didapatkan pada saat penelitian berlangsung, hinmggaulisan penelitian ini

sampai pada bab ini. Capaian relasi tersebut ditangebagai berikut:



Pertama,dari relasi yang terjalin antara Pemerintah ProuiEB dengan
ke 4 (empat) serta beberapa SKPD seperti PPIDektsat, maupun Gubernur
menjadikan informasi mengenai berita, kebijakan,ngga himbauan/
pengumuman dari pemerintah bisa diawasi, diandeienarannya serta bersifat
saling mengawasi antar pihak. Dengan adanya persgawtarsebut, masyarakat
tidak perlu khawatir mengenai keabsahan informamngy tersaji, baik dari
Pemerintah Provinsi NTB, maupun media massa lekakbut.

Kedua, yakni berjalannya asas datgovernmentG2B (Government to
bussines), G2GGovernment to citizendan G2G (Government to government)
menandakan berhasilnya relasi yang dijalin pemeninkepada media, serta
pemerintah kepada pemerintah lainnya, khususnyardadenyikapi keterbukaan
informasi publik. Keberhasilan relasi ini juga ditteai dengan adanya unsur
pembentuk seperti tanggung jawab, keterbukaan, tclarsparansi dari pihak
Pemerintah Provinsi NTB kepada media massa lokalg yaetara dengan
pengaplikasian unsuetworking governance

Ketiga, adalah dengan terbentuknya forum wartawan pempw
keberadaannya bertujuan untuk mempermudah aksespel@E media massa,
untuk memperoleh informasi/berita langsung dariakitfSetda Provinsi NTB
melalui Bagian Humas dan Protokol, menjadikan reflasebut terjalin secara
bersih. Akan tetapi hal tersebut, tidak menjadilssamata-mata media yang
tergabung dalam forum wartawan pemprov tersebut‘agiak emas” kan,
melainkan untuk mempermudah akses saja dan mengddisi yang baik dengan

Pemerintah Provinsi NTB.



6.1.2 Capaian Efektifitas Program Keterbukaan Informasi Publik

Capaian efektifitas dimaksudkan untuk membahagragla hasil capaian
dari diluncurkannya beberapa program dari pemédrintalaluie-governmentdan
program media massa lokal, dengan analisis-analeig didapatkan pada saat
penelitian berlangsung, hingga penulisan penelitinsampai pada bab ini.
Capaian efektifitas tersebut dirangkum sebagakberi

Pertama, efektifitas dijadikan sebagai wadah untuk meniarsepsi
masyarakat terhadap perkembangan keterbukaan m$orpublik di Provinsi
NTB. Efektifitas tersebut berwujud seperti kepuasasyarakat, serta partisipasi
(antusiasme) masyarakat terhadap perkembangammiasdberita yang tersaji
melalui akses-governmentlan media massa lokal dengan catatan, masyarakat
juga harus peka dan tidak buta akan informasi yksajikan oleh pemerintah.

Kedua, adalah efektifitas dijadikan sebagai modal utamalard
menimplementasikan proses demokrasi dalam keteanukaformasi publik.
Karena dalam pengukuran efektifitas tersebut, tilakya di ukur dari segi
pemerintahnya saja, tetapi program dari media médskal dengan konten
informasi dari Pemerintah Provinsi NTB juga merwgralproses dari demokrasi
mengenai aspirasi dan permintaan masyarakat.

Ketiga, adalah proses dari penilaian efektifitas program dijadikan
sebagai implementasi dari transparansi, keterbykakm tanggung jawab
pemerintah kepada masyakat, khusunya dalam memug@od governanceli
Provinsi NTB, serta aplikasi dari UU No.12 Tahur020mengenai keterbukaan
informasi publik. Serta memberikan pilihan kepadasyarakat mengenai proses
publikasi informasi yang tidak hanya dari pemefntanelainkan dari media

massa lokal tersebut.



6.2 Rekomendasi

Dari berbagai proses penelitian yang telah dij@danoleh peneliti selama
kurang lebih 1 (satu) bulan, hingga proses penuligporan penelitian ini sampai
pada bab akhir, tentunya peneliti menemukan bebegrmasalahan yang
menjadi kendala utama proses keterbukaan inforrpafilik dan memiliki
rekomendasi, atau sebatas saran, untuk mengargdisisneminimalisir kendala
tersebut, demi memperlancar implementasi keterlmukagormasi publik di
Provinsi NTB. Beberapa rekomendasi tersebut, dikala sebagai berikut:

6.2.1 Rekomendasi Efektifitas Program Keterbukaannformasi Publik

Pertama,peneliti sangat mengharapkan jika beberapa medssanlokal
tersebut sebaiknya melakukan evaluasi-evaluasighingantauan secaiatern
terhadap efektifitas program-program yang disajiklam kepuasan masyarakat
dari masing-masing media di dalam akses keterbuikdarmasi publik. Hal ini
bisa disimpulkan agar media massa dapat memahamkemkangan dan
permintaan pengguna informasi/berita yang dipublkan melalui programnya,
agar tidak bosan kepada media tersebut.

Kedua, sesuai dengan UU No.32 Tahun 2002 mengenai lembaga
penyiaran publik, perlu diciptakannya program-papgrunggulan yangeal dan
khusus dari Pemerintah Provinsi NTB kepada mediasmdokal, yang secara
langsung narasumber harus didatangkan dari pihda $trovinsi NTB, semisal
dialog/siaran mengenai permasalahan gt@ss conferenceelama satu minggu
sekali atau dua minggu sekali kepada pihak mediawtiesyarakat. Pada dasarnya
hal tersebut telah ada, namun kurang intensnya uwaking digunakan,

menjadikan transparansi kepada masyakat dirasalkam &urang.



Ketiga, berkaca dari media lokdlombokita.comyang mempromosikan
dan memiliki jejaring sosial sendiri dalam mengurglamasyarakat untuk
mengunjungi website mereka, Pemerintah Provinsi Njli§a diharapkan
memiliki jejaring sosial resmi, sepeffiwitter, dan Facebook)untuk membantu
berjalannya aspek keterbukaan informasi publik haelaebsite resmi Provinsi
NTB yang setiap harinya menginformasikan perkemaarsgputar NTB.

6.2.2 Rekomendasi Relasi Pemerintah dengan Media Msa Lokal

Pertama,seiring dengan adanya unsur partisipasi rakyanaahdikator
efektifitas di atas, khusus untuk media massa lbkatbokita.condan Lombok
Post, disarankan untuk membuat program khusus daéamuk kolom komentar
bagi masyarakat untuk berpendapat, komentar, kmtigupun saran dalam
menganailisis kinerja pemerintah, hingga pelayapablik (setarasms centgr
untuk membantu unsur partisipasi dalam keterbuk#ammasi publik.

Kedua,dari aspek kelembagaan yang telah terjalin, tertulilarapkan
agar koordinasi yang terjalin antara beberapa lgalseperti PPID, Beberapa
bagian dari Setda Provinsi NTB, dan media massa,lokituk saling mengawasi
dan mengantisipasi kelemahan-kelemahan dari prospementasi program-
program keterbukaan informasi publik.

Ketiga, yaitu meningkatkan intensitas relasi yang terjamara pihak
pemerintah dengan media massa lokal, maupun amdiarmassa lokal lainnya,
agar tidak terjadi ketimpangan atauss komunikasmnengenai prosesharedata
antar pemerintah dengan media lokal, maupun angégliariokal. Karena sering
sekali terjadi permasalahan mengemgut data dari Pemerintah Provinsi NTB
yang disebarkan kepada media lainnya, kemudiaadiekesalahan, baik secara

tidak disengaja, maupun salah dalam akses informasi



6.2.3 Rekomendasi Kepada Masyarakat

Pertama, yakni berinisiatif melakukan tindakan memonitorirggau
mengontrol terhadap pengawasan berlakunya UU kétadm informasi publik di
daerah, sebagai bentuk dari salah satu wujud dasep partisipasi publik dalam
menegakkan terselenggaranya hak masyarakat mergjeses informasi publik,
guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kedua, yaitu membangun kesadaran akan kepemilikan hak-hak
masyarakat terhadap implementasi UU keterbukaaarmvasi publik untuk
sekiranya mendapatkan informasi, berita, hinggalikag) terhadap kegiatan
Pemerintah Provinsi NTB dalam proses pembangunan pgawujudangood
governanceclean governmentdan open governmenserta kewajiban sebagai
warga negara.

Ketiga, tanggap terhadap beberapa informasi-informasi yhargifat
rahasia, ataupun tidak sesuai dend®@P (Standart Operating Procedure)
maupun kejanggalan-kejanggalan dalam proses kepgsnmam pemerintahan.
Melalui lembaga PPID dan Inspektorat, masyarakg@iadanenjalin relasi dan
berkoordinasi terhadap upaya-upaya yang disinysdinagai prosesnenutupi
informasi dari pemerintah kepada masyarakat.

Keempat, menjadikan namanformasi sebagai nama yang dibutuhkan
dalam pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Demgyaanformasitersebut,
masyarakat nantinya akan tanggap dan menunjultia@ms akan informasi,
sehingga tanpa adanya pancingan dari pihak medssananasyarakat selalu
mengontrol dan senantiasa sadar akan program yapgt gnengantarakannya
kepada publikasi dari pihak pemerintah, baik desgpame-governmenmaupun

dari relasinya dengan media massa lokal yang sadgatn. ***
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